GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

" NOMOR 64 ©TAHUN 2076
' TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN DINAS
PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKAS! PROVINS! JAWA TENGAH

Menimbang : a.

Mengingat

—t

- GUBERNUR JAWA TENGAH,

bahwa guna 'meningkatkan kualitas pelayanan
perhubungan dan telekomunikasi di Provinsi Jawa
Tengah dapat berjalan efektif dan efisien, perlu disusun
Standar Operasional Prosedur Pelayanan,;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di-
maksud huruf a, agar pelaksanaannya dapat ber-
dayaguna dan berhasilguna, maka perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Standar Operasional
Prosedur Pelayanan Dinas Perhubungan Dan
Telekomunikasi Provinsi Jawa Tengah;

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pem-

bentukan Provinsi Jawa Tengah ;

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980

‘Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3186); ‘

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984
Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3276);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Per-
keretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3480),




Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang
Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3481),

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayar-
an (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Repubhk
indonesia Nomor 3493);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan

‘Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3881);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4437)”sebagaimana

10.

11.

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 4548);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang
Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50,

‘Tambahan Lembaran Negara Republk IndoneSIa Nomor

3176);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tertang
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985
Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3293);




12.

13.
14
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang
Angkutan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1995 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3610) sebagaimana diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40
Tahun 1995 tentang Angkutan Udara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 tentang
Pemeriksaan Kecelakaan Kapal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3722);

Peraturan - Pemerintah Nomor 69 Tahun 1998 tentang
Prasarana Dan Sarana Kereta Api (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 133, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3777);

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1998 tentang
Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 189, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3793);

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang
Angkutan Di Perairan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3907);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang
Kepelautan (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun
2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3929); |
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2000 tentang
Pencarian Dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3938);

‘Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang

Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembawn Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2000 tentang
Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4001) ; ‘

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang
Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan



22.

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4022);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang

‘Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia

Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4139);

23.

24,

25.

26.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang
Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4145);

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang
Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 128 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4146);

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang
Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4277);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun
2001 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas Pokok,
Fungsi Dan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan
Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan
Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan -
Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas
Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas
Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas
Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi,
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian
Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambang-
an ‘Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas

_Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2001

Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2006
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan
Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan
Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata,
Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah,
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga,
Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelotaan
Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan,



Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas
Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan
Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan,
Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan,

" Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan

27.

Daerah dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2006 Nomor 3, Seri D Nomor 3);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun
2002 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas Pokok,
Fungsi Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis
Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas
Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas
Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga,
Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan
Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan,
Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas
Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan
Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan,
Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan,

‘Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan

Daerah dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan -
Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2002 Nomor 15) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2002
tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi
Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas
Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan
Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga
Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas

- Pemukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan

28.

Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan,
Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas
Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan:
Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan,
Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan,
Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan
Daerah dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2006 Nomor 5, Seri D Nomor 5);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 18
Tahun 2002 tentang Pemberian Uang Perangsang Atas




29.
30.

31.
32.

33.

34.
35.
36.

37.

38.

39.

Realisasi Penerimaan Daerah Kepada Instansi
Penghasil/Pemungut/Pengelola  (Lembaran  Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 120);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14
Tahun 2003 tentang Retribusi Penyelenggaraan
Perhubungan Dan Telekomunikasi (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 122);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 19
Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Perhubungan Dan
Telekomunikasi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2003 Nomor 131); '

Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia
Nomor 46 tahun 1996 tentang Sertifikasi Kelaiklautan
Kapal Penangkap lkan;

Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia
Nomor KM. 62 Tahun 2000 tanggal 18 Juli 2000 tentang
Jalur Kereta Api;

Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia
Nomor KM. §3 Tahun 2000 tanggal 18 Juli 2000 tentang
Perpotongan Dan / Atau Persinggungan Antara Jalur
Kereta Api Dengan Bangunan Lain;

Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia
Nomor KM. 32 Tahun 2001 tanggal 24 September 2001
tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan;
Keputusan Menteri Perhubungan Republik indonesia
Nomor KM. §2 Tahun 2004 tanggal 21 Mei 2004 tentang
Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan;

Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia
Nomor KM. 73 Tahun 2004 tanggal 1 Oktober 2004
tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai Dan Danau;
Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengukuran Kapal;

Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 112 Tahun
2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2003 tentang

- Retribusi Penyelenggaraan Perhubungan Dan- Tele-

komunikasi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2003 Nomor 136);

Keputusan Gubermur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun
2002 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Serta
Tata Kerja Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi
Provinsi Jawa Tengah;




40.

41.

42.

Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun
2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2003 tentang
Penyelenggaraan Perhubungan Dan Telekomunikasi
Khususnya Penyelenggaraan Instalasi Kabel Rumah /
Gedung (IKR/G) Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 12);

Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun
2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2003 tentang
Penyelenggaraan Perhubungan Dan Telekomunikasi.
Khususnya Penyelenggaraan Pengusahaan Jasa Titipan
Di  Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 13});

Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun
2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah

“Provinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2003 tentang

Penyelenggaraan Perhubungan Dan Telekomunikasi.
Khususnya Pelaksanaan Kegiatan Televisi Siaran Swasta
Lokal Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah

~ Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 14);

43.

45,

 46.

Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun
2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah

Provinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2003 tentang

Penyelenggaraan Perhubungan Dan Telekomunikasi
Khususnya Pelaksanaan Kegiatan Radio Siaran Swasta
Lokal Di Provinsi Jawa Tengan (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 15);

Keputusan Gubernur .Jawa Tengah Nomor 41 Tahun
2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2003 tentang
Penyelenggaraan Perhubungan Dan Telekomunikasi
Khususnya Kegiatan Pembangunan Fasilitas Yang

- Berpotongan Dan Atau Bersinggungan Dengan Jalan Rel

Lintas Kabupaten Kota Dalam Daerah Dan Lintas
Nasional (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2004 Nomor 55},

Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 60 Tahun
2004 tentang Petunjgk Pelaksanaan Penyelenggaraan

Angkutan Laut Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran

Daerah’Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 75);

Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun
2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan
Penunjang Angkutan Laut Di Provinsi Jawa Tengah



47.

49.
50.
51.

52.

53-

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004
Nomor 76); ,

Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 63 Tahun
2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan
Penyediaan Hanggar Pesawat Udara Di Provinsi Jawa
Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
2004 Nomor 78);

Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun
2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan
Angkutan Udara Niaga Berjadwat Dan Tidak Berjadwal Di
Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2004 Nomor 79); ‘

Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun
2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan
Perbengkeian Pesawat Udara Di Provinsi Jawa Tengah

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004

Nomor 80);

Keputusan Gubermur Jawa Tengah Nomor 66 Tahun
2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan
Jasa Pelayanan Penumpang Dan Bagasi Pesawat Udara
Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 81);

Keputusan Gubernur Jawa' Tengah Nomor 14 Tahun
2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan

‘Pemberian Izin Pembangunan Bandar Udara Khusus Di

Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2005 Nomor 14);

Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun
2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan
Pemberian Rekomendasi Ketinggian Bangunan, Benda
Tumbuh, Cerobong Asap, Menara Antena (Tower) Di
Daerah Lingkungan Kerja Dan Daerah Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan Di Sekitar Bandar
Udara Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 Nomor 15);

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2005
tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemberian izin
Pengoperasian Bandar Udara Khusus Di Provinsi Jawa
Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
2005 Nomor 43);

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2005
tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Penerbitan
Tanda 1zin Mengemudi Di Sisi Udara Bandar Udara di




55.

57.

58.

59.

Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2005 Nomor 44);

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2005
tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Jasa
Ekspedisi Muatan Pesawat Udara Di Provinsi Jawa
Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun

~ 2005 Nomor 45);
56.

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46 Tahun 2005
tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan. Lalu
Lintas Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan Di
Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2005 Nomor 46);

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum
Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor KEP/25/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman
Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit
Pelayanan Instansi Pemerintah;

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur- Negara
Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis
Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan
Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN
DINAS PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI PRO-
'VINSI JAWA TENGAH

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah;

1.
2.

3.

‘Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi adalah Dinas Perhubung-an

Dan Telekomunikasi Provinsi Jawa Tengah;
Standar Operasional Prosedur adalah merupakan ukuran yang

dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan pengawasan mutu dan
sertifikasi benih, yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau penerima

~_pelayanan.
'Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan

kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan




10.

1.
12.

13.

14,

15.

10

usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer,
Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik
Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi,
Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan,
Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang
sejenis, Lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya;
Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk
apapun meliputi segala bagian jalan yang diperuntukkan bagi lalu
lintas;

- Perkeretaapian adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan sarana,

prasarana dan fasilitas penunjang kereta api untuk penyelenggaraan
angkutan kereta api yang disusun dalam satu sistemn;

Kereta Api adalah kendaraan dengan tenaga gerak, baik yang ber-
jalan sendiri maupun dirangkaikan dengan kendaraan lainnya, yang
akan ataupun sedang bergerak di jalan rel,

Jalan Rel adalah satu kesatuan konstruksi yang terbuat dari baja,
beton atau konstruksi lain yang terletak di permukaan, di bawah dan di
atas tanah atau bergantung beserta perangkatnya yang mengarahkan
jalannya kereta api;

Perpotongan adalah suatu persulangan jalan rel dengan bangunan lain
baik sebidang maupun tidak sebidang;

Persinggungan adalah keberadaan bangunan lain yang sejajar dengan
jalan rel, baik seluruhnya maupun sebagian yang tidak berpotongan;

Perlintasan adalah perpotongan antara jalan rel dengan jalan;

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di
sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan
pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai
tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan atau
bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan
pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat
perpindahan intra dan antar modal transportasi;

Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang
digunakan dengan tenaga mekanik, tenaga angin atau ditunda
termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di
bawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang
tidak berpindah-pindah; ,

Perkapalan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pemenuhan
persyaratan  kelaiklautan kapal dan segala faktor yang
mempengaruhinya sejak kapal dirancang, dibangun sampai dengan
kapat tidak digunakan lagi;

Surat Ukur adalah surat kapal yang memuat ukuran dan tonase kapal

- berdasarkan hasil pengukuran,;




16.

17.

18.

- 19.

- 20.

21.

22.

23.

24.

1"

Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia adalah surat kapal sebagai
tanda bukti kebangsaan yang memberikan hak kepada kapal untuk
berlayar dengan mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera
kebangsaan;

Pelayaran adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan angkutan di
perairan, kepelagbuhanan, serta keamanan dan keselamatannya;

Bandar Udara adalah lapangan terbang yang dipergunakan untuk
mendarat dan lepas landas pesawat udara, naik turun penumpany,
dan atau bongkar muat cargo dan atau pos, serta dilengkapi dengan
fasilitas keselamatan penerbangan sebagai tempat perpindahan antar
modal transportasi;

Penerbangan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan
penggunaan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan
udara serta kegiatan dan fasilitas penunjang lainnya yang terkait;

Pesawat Udara adalah setiap alat yang dapat terbang di atmosfir
karena daya angkat dari reaksi udara;

Pesawat Terbang adalah Pesawat Udara yang lebih berat dari udara,
bersayap tetap dan terbang dengan tenaganya sendiri;

Helikopter adalah Pesawat Udara yang lebih berat dari udara, dapat
terbang dengan sayap berputar dan bergerak dengan tenaganya
sendiri;

Heliport adalah tempat pendaratan dan atau lepas landas helikopter
yang memenuhi persyaratan standart teknis operasional;

Usaha kegiatan penunjang di bandar udara adalah usaha pelayanan
jasa yang secara langsung menunjang kegiatan penerbangan dan

. usaha pelayanan jasa yang secara langsung atau tidak langsung

25.

26.

27.

28.

- menunjang kegiatan bandar udara;

Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya
disingkat KKOP adalah wilayah daratan dan atau perairan dan ruang
udara disekitar Bandar Udara yang dipergunakan untuk kegiatan
operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan pe-
nerbangan;

Pos adalah layanan surat pos, uang, barang dan pelayanan jasa
lainnya yang ditetapkan oleh Menteri yang diselenggarakan oleh
Badan yang ditugasi menyelenggarakan Pos dan Giro;

Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau
penerimaan setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat,
tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio
atau sistem elektromagnetik lainnya;

Spektrum Frekuensi adalah kumpulan pita frekuensi radio;




29.

(1)

(2)

(1)

(2)
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Penyldlkan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang
dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya
disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang
dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta
menemukan tersangkanya.

BABII
VISI, MISI, MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Visi Dmas adalah terwujudnya penyelenggaraan pelayanan jasa
transportasi pos dan telekomunikasi yang handal, berdaya saing serta
mampu mendukung pertumbuhan dan pemerataan perekonomian.

Guna mewujudkan visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas
mempunyai misi sebagai berikut :

. a. meningkatkan kualitas pelayanan jasa transportasi, pos dan tele-

komunikasi yang handal dan memberi nilai tambah.

b. mengembangkan hubungan yang sinergis dan terintegrasi dalam
penyelenggaraan pelayanan jasa transportaS| pos dan teie-
komunikasi.

c. meningkatkan kemampuan antisipasi dan adaptasn terhadap
kemajuan teknologi di bidang transportasi, pos dan telekomunikasi.

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Standar Operasional Prosedur Pelayanan
adalah untuk pemberian jaminan kepastian suatu pelayanan
penyelenggaraan perhubungan dan telekomunikasi di Provinsi Jawa
Tengah :

Tu;uannya ditetapkannya Standar Opera5|ona| Prosedur Pelayanan
adalah agar penyelenggaraan perhubungan dan telekomunikasi di
Provinsi Jawa Tengah dapat berjalan efektif dan efisien serta
berdayaguna dan berhasilguna.

. BAB il
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN
| | Pasal 4. ‘

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Dinas sebagaimana tercantum
dalam Lampiran | Peraturan Gubernur ini.
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Pasal 5

Mekanisme Pelayanan Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Mekanisme Pengaduan Pelayanan Dinas sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Il Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang
mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 8
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 17 Juli 2006

GUBERNUR JAWATENGAH
ttd
MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 20 Juli 2006
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,
ttd
MARDJIJONO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2006 NOMOR 64



LAMPIRAN |
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 64 TAFUx 2006
TANGGAL 17 Juli 2006

-

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN

DINAS PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI PROVINSI JAWA TENGAH

. Waktu Sanksi
Jenis . . Sarana Kompetensi
No Pelayanan Persyaratan Prosedur Pelayanan Peng:le':esal- Biaya . Produk Prasarana Petugas " Petugas i Pelanggan Tempat
A SUB SEKTOR PERHUBUNGAN DARAT
1. Rekomendasi | 1. Swal permohonan | a. Pemohon mengaju- | 21 hari Rp. 100.000,-/ - lzin ruang tunggu | Pengetahuan : PP.30 Sesuai Sekretariat
pembangunan dilengkap!: kan permohonan izin atau pefpotongan fuang - Kebijakan ~ | Th.1980 Peraturan Sub Dinas
fagilitas yang - Gambar lokasi didengkapi  dengan rekomendasi dan/ per- konsultasi perkeretaapian | tentang perundang- | Perhubung-
berpotongan - Jenis pedintasan, persyaratan yang singgungan ruang - Kebijakan Peraturan undangan an Darat ).
dan { atau jenis perpotongan telah ditentukan, di- - Rekomen- pemeriksaan kepegawalian Disiplin PNS yang berlaky | Pamularsih
bersinggung- - Gambar teknis; sampalkan - kepada dasi berkas - Kebijakan No 28
an dengan - Sistem pengaman Gubermur ¢q. Kepala perpotongan kotak saran Perda Semarang.
jalan rel lintas yang digunakan; Dinas. dan / pet- papan peng-
Kabupaten / - Metode kerja yang | b. Apabila persyaratan singgungan umuman Ketrampilan : -
Kota dalam digunakan permohonan belum komputer - Teknik
daerah dan - Analisis mengenai fengkap, maka meja kerja pelayanan
lintas Nasional dampak lingkung- berkas dikemballkan kalkulator prima
: an kepada  pemohon mesin ketik
. - Analisis mengenai untuk dilengkapi Sikap :
; dampak laiu- lintas " paling lambat 21 - Komunikatif
i jolan  untuk per- (dua puluh satu) harl -  Empati
lintasan dan sejak tanggal di- - Kestabilan
operasi kereta apli. terima permohonan emosi
. Membuat surat per- disertai dengan hal- - Ketelitian kerja
nyataan kesanggup- hal yang  harus | - Kejujuran
an menandatangani diengkapi. - Responsive
dan memenuhl ke- | c. Apabila permohonan - Kerjasama
wajban yang di- dan kelengkapannya ' : ‘
cantwnkan  dalam telah memenuhi :
petjanfian  peman- ' syarat, kemudian ’
faaten lahan ber- diakukan  survey
materal cukup yang dan evaluasi yang
memuat antara lain : diakukan oleh Tim
- Luas tanah yang yang terdwi dari
digunakan unsur Ditjen Per-
- Lama perjanjian keretaapian, Dinas
- Besar uang sewa dan Instansi terkait.
- Jangka waktu pe- | d. Dari hasil survey dan
nyelesalan  pem- evaluasi, apabila di-.
bangunan mungkinkan  untuk
- Hal — hal lain yang diberkan @zin maka
diperiukan. akan diterbitkan izin
- untuk pembangunan




Surst Ukur dan
Sertifikat Keselamat-
an yang masih ber-
laku;

. Memliliki tenaga ahli

setingkat Diploma W
di Bidang Tata-
iaksana dan atas
Nautika, dan ataw
Teknik Pelayaran
Niaga, yang dibuk-
kan dengan salinan
ijazah yang diligalisir
oleh pejabat yang
berwenang;

Memiliki surat kete-
rangan domisili pes-
usahaan dari instan-
si yang berwenang;

pada  pemohon
untuk  dilengkapt
paling lambat 14
{empat belas )
hari sejak tang-
gal diterima per-
mohonan disertai
dengan  hal-hal
yang harus di-
lengkapi:

3. Apabia pei-
gyaratan per-
mohonan sudah
lengkap, maka
Surat lzin Usaha
Perusahaan Ang-
kutan Laut dan
Pemunjang Ang-
kutan Laut harus

. Wakiu : i
Jenis . . Sarana Kompetensi Sanksi
No Pelayanan Persyaratan Prosedur Pelayanan Peny:rllesal- - Biaya Produk Prasarana Petugas Petgns Fo—— Tempat
menuhi  persyaratan
sesuai dengan ke-
tentuan yang ber
laku.
B. SUB SEKTOR PERHUBUNGAN LAUT
1. Izin Usaha . Menlliki safinan akte { 3 Prosedur dan meka- | 14 hari Rp. 500.000 Izin Usaha Komputer; Pengetahuan Sesuai Sesuai - Subdin Laut
Perusahaan pendirian perusaha- nisme pengajuan izn | kerja Perusahaan Printer; komputer peraturan Peraturan Dinas,
Angkutan Laut an yang telah d& Usaha Perusahaan Angkutan Laut Tinta; yang berlaku  [perundang- Lantai 3, JI
Lintas sahkan oleh Notaris Angkutan Laut dan Lintas Blanko Jzin; Ketrampilan, di bidang undangan Pamulargih
Kabupaten/ . Memiliki saham per penunjang Angkutan Kabupaten / Blanko BA - Teknik kepegawaian |yang berlaku | No. 28
Kota dalam usahaan sehwuhnya, Laut - Kota dalam Kendara-an Pelayanan Semarang
Daerah harus dimiliki  olel 1. Pemchon (BHI) Daerah Prima
Warga Negara " mengajukan Izin
Indonesia dan atem Ussha Angkutan Sikap,
Badan Hukum Laut dan Pe- - Komunikasi
Indonesia; mnjang Angkut_ - Empaﬁ
. Meniliki kapal bes an Laut di- - Kestabilan
bendera  Indonesin, tujukan  kepada " emosi
yang laik laut de- _ Gubernur  Cg. - Ketelitian kerja
ngan ukuran GT.175 Kepala Dinas de- - Kejujuran
secara kumuiaif ngan pe[syamm - RQSPOﬂSif
atau kapal tunda yang telah di- - Kerjasama
dengan daya motor tentukan;
penggerak minimal | 2 Apabla  per-
150 tenaga kuda de- syaratan per-
ngan tongkang ber mohonan  belum
ukuran minimal. 175, lengkap, maka
yang dibuktikan de- berkas o
ngan Grosse Akte, kembalikan  ke- .




Wakiu

No Pe;';:‘:‘ an Persyaratan Prosedur Pelayanan Pen;:_lesai- Biaya Produk Pf;asr:rr; a K;r:ﬁl;t:;\sn Tempat
- nama kapal; dilengkapi. T- Kerjasama
- jenis kapal; . Apabila persyaratan
- bahan kapal; permohonan  sudah
- tahun pembangun- lengkap, maka
an dan tahun sertifikat  kelaikan
pengoperasian; kapal dan sertifikat
- ukuran kapal; pengawakan  kapal
- kecepatan kapal; harus sudah diterbit-
- perlengkapan kan palfing lambat 21
kapal; (dua puluh satu) hari
- mesin penggerak; setelah berkas di-
- nama pemilik; terima.
- tanda pas
. Untuk penerbitan
serfifikat pengawak-
an  kapal, me-
tampirkan : ‘
- nama,
- tempat dan
tanggal lahir; -
- pas photo ukuran
3 x 4 sebanyak 2
{dua) tembar;
- tanda hius ujian
kecakapan nau- 4
tka atau ujian
kecakapan
teknika. .
. Melampirkan jadual
tetap sesuai per-
setujuan peng-
operasian  angkutan g
sungai, danau dan
pelayaran wlang-afk. [,
Izin Usaha 1. Permohonan hamus | 2 Pemohon mengaju- | 21 hari Rp. 100.000,- / Surat [zin Usaha | - ruang tunggu ! Pengetahuan : Sesuai Sesuai Sekretariat
Angkutan dilampifi akte pen- kan permohonan izin usaha Angkutan Sungai | — ruang konsul- | - Kebijakan peraturan Peraturan ; Subdin Per-
Sungal dan difian  perusahaan dilengkapi  dengan Rp. 50.000,-/ dan Danau tasi perkeretaapian | yang bedaku | per- { hubungan
Danau bagl pemohon yang persyaratan yang ) daftar ulang izin - nang - - Kebijakan - di bidang undang- i Darat Jt
. berberduk badan telah ditentukan ' © | usaha ’ pemeriksaan kepegawaian kepega-waian | undang-an : Pamularsih
atau kertu tanda disampaikan kepada berkas yang No. 28
penduduk bagt Gubsinur cq. Kepala ~ kotak saran - gezﬁakan . berlaku Semarang.
perorangan, Dinas. - erda :
. Melampikan  surat il ade
permyataan ke- | b, Apabila persyaratan komputer )
z:r':“ggml memilki permchonan  belum | meja kerja Ke“.}:'e'::ﬁ;:?n:
lengkap, maka kalkulator )
1 (s2tu) unt kapal berkas dikembalikan mesin ketik pelayanan
yang memilki per- kepada  pemohon prima
syaratan teknis / ke- virvhke dilanntrani




. . Wakitu . . i
Jenis . . Sarana Kompetensi Sanksi
. No Pelayanan Persyaratan Prosedur Pelayanan Pem;erlesal Biaya Produk Prasarana Petugas Petugas Pelanggan Tempat
laikan sesuai dengan untuk dilengkapi Sikap :
peruntukan dan paling lambat 21 - Komunikatif
rencana trayek ber-] . (dua puluh satu) hari - Empati
meterai cukup; " sejak tanggal - Kestabilan
. Melampirkan swat _ diterima permohenan emosi
keterangan  domisili disertai dengan hal- - Ketelitian kerja
perusahaan / pe- hal yang harus - Kejujuran
milik; dilengkapi. - Responsive
- Melampirkan nomor | ¢, Apabila persyaratan - Kerjasama
pokok wajib pajak permohonan  sudah
(NPWP) bagi pe- lengkap, maka Surat
mohon Perusahaan f tzin Usaha Angkutan -
Badan; Sungai dan Dahau
. Melampirkan  surai harus sudah diterbit-
pernyataan  kesang- kan paling lambat 21
g:pan menyampal- (dua puluh satu) hari
us:hl:por::n ;:g;& setelah berkas di-
an barang ber- terima.
bahaya dan apabila
terjadi perubahan
kepemilikan  kapal
dan atau domisii ¢
perusahaan ber-
meterai cukup,
‘ 4 lzin Operasi . Permohonan & | 3 Pemohon mengaju- | 21 har Rp. 25.000.- { Surat Izin ruang tunggu | Pengetahuan : Sesuai Sesuai Sekretariat
‘ Angkutan tujukan kepada kan permohonan kapal Operasi ruang - Kebijakan peraturan Peraturan Subdin Per-
Sungai dan Gubemur ¢q. Kepala dilengkapi  dengan Angkutan Sungai konsuitasi perkereta apian | yang bertaku Perundang- | hubungan
Danau. Dinas dengan - persyaratan yang dan Danau ruang - Kebijakan di bidang undangan Darat JI
lengkapi : . ‘ telah . ditentukan pemeriksaan kepegawaian kepegawai-an | yang Pamularsih
- salinan jzin usaha disampaikan kepada berkas -. Kebijakan ‘ berlaku No. 28
:ngkutan -'amﬂﬁ Gubernur cq. Kepala kotak saran - Perda . Semarang.
SiAsD), T, Dines. papan pe Ketrampilan : .
bkt kesiapen | Apabila persyaratan ngumuman : kz':'k :
keoal  untik g permohonan  belum kemputer - lexni
oazrasikan' lengkap, maka meja kerja pgla\;anan
- napma dan ukuram ::rka:; dlker:ﬁ:(l,lhkan kakkuiator Sik:: "
. | ada . : . :
Kapallc(GT): un?uk ‘dﬁlengk:;;‘i mesin ket - Komunikatif
- tayek yang akam | phing lambat  2f - Empati
ﬂap\ﬁrg';mmp (dua puluh satu) hari - Kestabilan
Melampikan . surat sejak  tanggal - di- emosi X
' mpirkan terima  permohonan - Ketelitian kerja
pemyataan kesanq— disertai dengan hak- - Ke,-:.quraq
i E:pa; menkyar!u;;- hal yang harus - Res_ponslve
) 's:hapm::n g:g;;k o dilengkapi. - Kerjasama
. an 'barang ber- | G- Apabila persyaratan
bahaya dan apabia| PeMmohonan sudah .

‘




pemyataan kesang-
gupan menyampai-
kan laporan kegiatan

lengkap, maka Surat
lzin Usaha Angkutan

..... L -

Waktu . ;
Jenis . . Sarana Kompetensi Sanksi
No Pelayanan Persyaratan Prosedur Pelayanan Pen\frllesau- Biaya Produk Prasarana Petugas Petugas Pr—— Tempat
terjadi perubahan lengkap, maka Surat
kepemilikan kapal Izin Operasi Angkut-
dan seatau domisil an Sungai dan
perusahaan ber- Danau harus * sudah
meterai cukup. diterbitkan paling
. Melampirkan  surat lambat 21 (dua puluh
kesanggupan meng- satu) hari setelah
operasikan kapal berkas diterima.
sesuai dengan jenis
pelayanan, me-
menuhi  persyaratan
teknis kelaikan kapal
{ laik laut dan trayek
dan atau lintas yang
telah disetujui.
. Melampirkan  surat
kesanggupan mem-
pekerjakan awak
kapal vyang me-
menuhi  persyaratan
sesuai dengan ke-
tentuan vyang ber-
laku.

5. lzin Usaha . Permohonan harus | 3 Pemohon mengaju- | 21 harl Rp. 100.0600,- / Surat Izin Usaha Sekretariat
Angkutan dilampifi akte pen- kan permohonan izin usaha Angutan Penye- Subdin
Penyeberan dirian penssahaan; dilengkapi  dengan angkutan berangan : Perhubung-
gan. . Melampirkan  surat persyaratan yang penyeberangan an Darat JI

pemyataan  kesang- telah ditentukan di- Pamuiarsh
gupan memiliki se- sampaikan  kepada Rp. 50.000,- / 4 . No 28
kurang-kurangnya _ 1 Gubernur cq. Kepata daftar ulang izin Semarang.
(satu) wunit kapal Dinas. usaha angkutan
yang memiliki per- | p Apabila persyaratin penyeberangan
syaratan teknis / ke- permohon';nrsybelum -
laikan sesual dengan lengkap, maka
peruntukan  dan | perkas dikembalikan
rencana trayek kepada  pemohon
dengan  bermetoral | untuk  dilengkapi
cukup;
. paling = lambat 21
- Melampirkan  surat (duu;gpuluh satu) harl
keterangan domisill sejak tanggal
perusahoan.  /  pe- diterima permohonan
millk; disertai dengan hal-
. . Melamplrkap nomor hal  yang  harus
pﬁ:‘\"sp wajib  pajak dilengkapi.
] ;Aelamp)i,rkan surat | 6 Apablla  persyaratan
permohonan  sudah




teknis kelaikan kapal
{ laik laut dan trayck
dan atau lirtas yang

telah disetujul.

. Melampirkan  surat
kesanggupan mem-
peketjakan awak
kapal vyang . me-

Waktu ' ; ;.
Jenis - - Sarana Kompetensi Sanksi
No Pelayanan Persyaratan Présedur Pelayanan Peny:;esal Biaya Produk Prasarana Petugas Petigas Pelanggen Tempat
usaha, pengangkut- Penyeberangan - ha-
an barang ber rus sudah diterbitkan
bahaya dan apabila paling lambat 21
terjadi perubahan (dua puluh satu) hari
ié?emilikan kapal setelah berkas di-
dan atau domisili terima.
perusahaan ber-
meterai cukup.

B. 1zin Operasi . Permohonan dituju- | 3. Pemohon mengaja- | 21 hari Rp. 25.000,-/ Surat |zin Ruang Pengetahuan : Sesuai Sesuai Pera- | Sekretariat
Angkutan kan kepada Guber- kan permohonan di- | kapal © | Operasi Tunggu - Kebijakan peraturan turan Per- Subdin Per-
Penyeberang- nur ¢g. Kepala Dinas lengkapi  dengan Angkutan Ruang perkereta-apian | yang berlaku  [undang- hubungan
an. o dengan dilengkapi: persyaratan yang - Penye-berangan Konsultasi - Kebijakan di bidang undangan Darat Ji

- salinan izin usaha telah ditentukan Ruang kepegawaian Kepegawai-an |yang berlaku | Pamularsih
angkitan  penye- disampaikan kepada pemeriksa-an | - Kebijakan . No. 28
berangan (SIUAP); Gubemur ¢g. Kepala Berkas Perda Semarang.

- zﬂkﬂl n':::iapglp Dinas. Kotak Saran Ketramoilan- :
apal U - | b. Apabila persyaratan Papan Pe-’ erampilan ;
operasikan; :grmohon';n ybelum ngumuman - Teknik

- nama dan ukuran fengkap, maka Komputer pqlayanan .
kapal (GT); berkas dikembalikan Meja Kerja prima

- frayek yang akan kepada  pemochon Kalkulator ’
dilayani; untuk dilerigkapi Mesin Ketik —

- NPWP. paling lambat 21 " © | Skap:

. Melampirkan  surat (dua_pulub satu) hari - Komunikatif

pemnyataan kesang_- sejait tanggal di- - Empaﬁ.

gupan  menyampal- | - {arjma  permohonan . - Kestabilan

kan laporan kegiatan disertai dengan hal- emosi .

ugaha, pengangkut- hal yang harus - Ketelitian kerja

an barang ber- dilengkapi - Kejujuran

bahaya dan apabila bil ’ - Responsive

terjadi  perubahan | »Aga '?‘ npersy:ﬂ:aa - Kerjasama

kepemilikan  kapal {;:;‘;‘(:p" r:';ka Suraat o

O oty ‘¥ | iz Operasi Angkut- -

N e

. Melampirkan  surat terbitkan paling

g:';:g&:ﬁan: mk:r:& lambat 21 (dua puluh |

et il . .satu) hari setelah

sesuai dengan jenis berkas diterima

pelayanar, me- . :

menuhi persyaratan




4.

Surat Ukur dan
Sertifikat Keselamas-
an yang masih bes-
laku;

Memiliki tenaga ashl

setingkat Diploma W

d Bidang Tata
jaksana dan st
Nautika, dan atew
Teknik Pelayaran
Niaga, yang dibuk-
kan dengan salinan
iiazah yang diigaiis
oleh pejabat yang
berwenang;

Memflikl surat kete-
rangan domisili pex
usahaan dari insten-
si yang berwenang;

pada pemohon
untuk dilengkapi
paling lambat 14
(empat belas )
harl sejak tang-
gal diterima per-
mohonan disertai
dengan.  hal-hal
yang harus di-
lengkapi;

3. Apabila per-
syaratan per-
mohonan sudzh
lengkap, maka
Surat |zin Usaha
Perusahaan Ang-
kutan Laut dan
Penunjang Ang-
kutan Laut harus

. Waktu Sanksi
Jenis . . Sarana Kompetensi
No Pelayanan Persyaratan Prose.dur Pelayanan Penyae;esal- Biaya Produk Prasarana Petugas Petugas Tempat
[ NE meniuhi  persyaratan
f sesuai dengan ke
tentuan yang - ber-
laku,
B. SUB SEKTOR PERHUBUNGAN LAUT
1. (zin Usaha 1. Memiliki salinan alde | 5. Prosedur dan meka- | 14 hari Rp. 500.000 1zin Usaha - Komputer; Pengetahuan Sesuai Sesuai Subdin Laut
Perusahaan penditian pefusaha- nisme pengajuan izin kerja Perusahaan - Printer; komputer peraturan Peraturan Dinas,
Angkutan Laut an yang telah & Usaha Perusahaan Angkutan Laut - Tinta; yang berlaku  |perundang- Lantai 3, JI
Lintas ’ sahkan oleh Notaris Angkutan Laut dan Lintas ~ Blanko izin; Ketrampilan, di bidang undangan Pamularsih
Kabupaten / 2, Memiliki saham pes- penunjang Angkutan Kabupaten / - SBlanko BA - Teknik kepegawaian jyang berlaku | No. 28
Kota dalam usahaan sefwuhnya, Laut : Kota dalam - Kendara-an Pelayanan Semarang
Daerah harys  dimiliki  oleh 1. Pemohon (BHI) Daerah Prima
Warga Negara mengajukan izin
Indonesia dan atau Usaha Angkutan Sikap,
Badan Hukum Laut dan Pe- - Komunikasi
Indonesia; nunjang  Angkut- - Empati
3. Memitiki kapal bee an Laut di - Kestabilan
bendera  Indonesia, tuukan kepada emosi )
yang laik laut de- Gubemur Cq. - Kete_hhan kerja
ngan ukuran GT.17S Kepala Dinas de- - Kejujuran
secara kurnula¥ ngan persyaratan - Responsif
. atay kapal tunda yang telah di- - Kerjasama
. dengan daya molor tentukan;
penggerak  minineal 2. Apabila per-
150 tenaga kuda de- syaratan per-
ngan tongkang bes- mohonan  belum
ukuran minimat. 175, fengkap, maka
yang dibuktikan de- berkas di-
ngan Grosse Alde, kembalikan  ke-




, Wakiu . ;
Jenis . . Sarana Kompetensi Sanksi .
Persyaratan Prosedur Pelayanan Penyelesai- Bia Produk
No Pelayanan y y 3:3" ve Prasarana Petugas Petugas Pelanggan Tempat
6. Memiliki nomor sudah diterblitkan .
pokok wajib pajak paling lambat 14
daerah setempat; (empat belas)
7. Memiliki Kartu Tanda hari setelah ber-
Penduduk (KT™) kas diterima;
yang masih berlaku 4. Apabila per-
bagi penanggung mohonan dan
jawab atau Direksi kelengkapannya
Perusahaan; telah memenuhi
8. Memiliki dan atou syarat, kemudian
menguasai ruangan / dilakukan survey
bangunan kantos dan evaluasi
perusahaan, yang dilakukan
9, Memiliki Rencana oleh personil
Kerja Perusahaan 3 pejabat / staf
(tiga) hulan ke pemroses Surat
depan; 1zin Usaha Ang-
10. Memiliki Bagan atsu kutan Laut dan
Struktur  Organisasi Penunjang Ang-
Perusahaan; kutan Laut;
11. Memiliki Surat
Keterangan atau
Rekomendasi  dawi
Dewan Pimpinan
Cabang (DPC) INSA
setempat. .
L4
2 {zin Usaha 1. Memiliki salinan akle | b. Prosedur dan meka- | Maksimal Rp, 500.000 Izin Usaha Komputer; Pengetahuan Sesuai Sesuai Subdin Laut
Perusahaan pendirian pefusaha- nisme pengajuan izin | 14 Perusahaan Printer: komputer peraturan peraturan Lt.3J.
Pelayaran bagi  warga Usaha Perusahaan | harl kerja Pelayaran Tinta: ’ yang berlaku | perundang- | Pamularsih
Rakyat Indonesia dalam Angkutan Laut dan Rakyat Blanko tzin; Ketrampilan, di bidang undangan No. 28
bentuk badan hukum Penunjang Angkutan Blanko BA - Teknik kepegawaian | yang berlaku | Semarang
Indonesia, baik bes- Laut : Kendara-an Pelayanan .
bentuk  Perseroan 1. Pemohon (BHI) Prima
TerbataS_ atou mengajukan lzin
Koperasi: Usaha Angkutan Sikap,
2. Memiliki  sekurang- Laut dan Penun- - Komunikasi
kurangnya 1 (satg) jang  Angkutan - Empati
unit : ' Laut ditujukan ke- - Kestabilan
- Kapal Layar (KL} pada  Gubemur emosi
berbendera  Indo- cq. Kepala Dinas - Ketelitian kerfa
nesia yang lak dengan per- - Kejujuran
lat  dan & syaratan  yang - Responsif
gerakkan se- telah ditentukan; - Kerjasama
peruhnya  oleh 2. Apabila pei-
tenaga angin; syaratan per-
Kapal Layar Motor mohonan  belum
(KLM) tradisional lengkap, maka
berbendera Indo- berkas dikembaii- .
nesia yang lak kan kepada pe-




tenaga angin se-
bagai penggerak
utama dan motor
sebagai  tenaga
gerak bantu;

- Kapal Motor (KM)

berbendera Indo-
nesia yang laik
laut berukuran se-
kurang-kurangnya
GT.7 (wjuh) serta
setinggi-ingginya

GT. 35;

- Kapalkapal se-

bagakmana di-
maksud wafib di-
buktikkan dengan
salinan grosse
akte atas nama
badan hukum,
surat ukw dan

sertiflloat ke-
selamatan Kapal
yang masih ber-
laku; :

. Memiiki  sekurang-

kurangnya 1 (satu)
orang tenaga ahli di
bidang tatalaksana
dan atau nautika,
dan atau teknika
pelayaran niaga,
tingkat dasar;

. Memikki surat kete-

rangen domisili
perusahaan dari
instansi yang ber-
wenang;

. Memilili nomos’

pokok wejib pajak
daerah setempat;

. Memibiki' Kartu

Tanda Penduduk
(KTP) yang masih
beifaku bagi pe-
nanggug  jawab
atau Direksi Per-

tanggal diterima
permohonan  di-
sertai dengan
hat-hal " yang

harus dilengkapi;
. Apabila per-
syaratan per-

mechonan  sudah
lengkap, maka
Surat Izin Usaha
Perusahaan Ang-
kutan Laut dan
Penunjang Ang-
kutan Laut harus
sudah diterbitkan
paling lambat 14
(empat belas )
hari setelah ber-
kas diterima;

. Apabila per-

mohonan dan ke-
lengkapannya te-
lah memenuhi
syarat, kemudian
dilakukan survey

dan evaluasi
yang  dilakukan
oleh personil

pejabat/staf pem-
roses Surat [zin
Usaha Angkutan
Laut dan Pe-
nunjang  Angkut-
an Laut;

. Waktu . ;
Jenis . . Sarana Kompetensi Sanksi
No Persyaratan Proseduwr Pelayanan Penyelesat- Biaya Produk
Pelayanan ) 4 Ya" 4 g Prasarana Petugas Petugas Pelanggan Tempat
laut berukur s/d mohon untuk di-
GT. 500 (lima lengkapi  paling
ratus), dan di- lambat 14 (empat
gerakkan oleh belas } hari sejak -




Jenis
Pelayanan

izin Usaha
Perusahaan
Jasa

Pengurusan

Transportasi

. Memiliki

_ Memiliki surat ke-

terangan domisil

. penahaan;
. Memiliki

nomor
pokok wajb pajak
daerah setempat,

. Memiliki Kartu Tanda

Penduduk (KTP)

yang masih berlaiu

bagi  penanggung
jawab atau Direksi
Perusahaan;

dan atau
rmenguasai ruangan I

an permohonan
belum  lengkap
maka berkas dt
kembalikan ke

pada pemchos-

untuk dilengkap
paling lambat 1®
{empat belas) hai
sejak tangga! &
terima permohor
an disertai dengan
hathal yang hans
dilengkapi;

3. Apablla persyarat

. ‘ Wakiu -
Persyaratan Prosedur Pelayanan i- ;
rsya 7 Y Peny:rilesal Biaya Produk Pf;asrana Kompetensi Sanksi
Jsahaan: arana Petugas Petugas Tempat
_ Memfili dan atau Pelanggan
menguasal uangan - -
{ bangunan kantof
perusahaan,
. Memilki rencana
kerja perusahaan 3
bulan ke depan;
. Memitiki Bagan atau
Struktwr  Organisasi
Perusahaan;
_Memiliki surat ke-
terangan atau’ re-
komendasi dari
Dewan Pimpinan
Cabang (DPC) Pelra
setempat.
. Memiliki safinan akte | . Prosedur dan meka- 14!lari Rp. $00.000 Izin Usaha Ko .
pendn “paresty | neme pergshin 6 | €7 zoUssre |- Kompder | e | Sl |Sems | Sudn
A on oleh Notaris | Angkutan Lawt dan sl Tinta; puter peraturan Poratwon | Lomtai A
dan bukti penyetoran penunjang Angkutan Trang san Blanko lzi, - | Ketrampilan (y’ang bertaku Perundang- | Pamularsih
modal sebesar Laut : ransportasi Blanko BA - Teknik k' bidang _ undangan No. 28
200.000.000,- (dua 4. pemohon  (BHD Kendaraan Pelayanan -kepegawaian | yang berlaku | Semarang
ratus juta rupiah); mengajukan  lzin Prima
. Memiiliki saham per- Usaha Angkutan
usahaan sewyuhnya, tat dan Pe Sikap:
harus dimiiki oleh nuriang Angkutan - Komunikasi
Warga Negara Indo- Lau  ditujukan - Empati
nesia dan atau kepada Gubemu - Kestabilan
Badan Hukum Indo- cq Kepala Dinas emosi
nesia; dengan persyarat - Ketelitian kerja
. -Memiliki tenaga ahii an yang lelal - Kejujuran
yang sesual di- ditentukan; - Responsif
bidangnya, 2. Apabila persyarat - Kerjasama




. Waktu . :

Jenis , . Sarana Kompetensi Sanksi

No . Persyaratan Prosedur Pelayanan Penyelesai- Biaya Produk

Pelayanan 4 yan Prasarana Petugas Petugas Pelanggan Tempat
bangunan kantor an  permohonan
perusahaan,; sudah lengkap,

maka Surat Izin
. Memiliki rencana Usaha Perusaha-
kerja perusahaan 3 an Angkutan Laut
(tiga) -bulan ke dan Penunjang
deparn; Angkutan Laut
. Memiliki bagan atau harus sudab -di-
struktur  organisasi terbitkan paling
perusahaan; | lambat 14 (empat
10.Memiliki surat ke- belas) hari setetah
terangan atau berkas diterima;
rekomendasi dari 4. Apabila per-
Dewan Pimpinan mohonan dan
Wilayah (OPW) kelengkapannya
, GAFEKSI [/ INFA telah  memenuhi
Jawa Tengah. syarat, kemudian
dilakukan  survey
dan evaluasi yang
dilakukan oleh
personit penjabat/
stef pemroses
Surat Izin Ussha
Angkutan Laut
dan Penunjang
Angkutan Laut;

4, 1zin Usaha . Memiiiki salinan akte | d. Prosedur dan meka- | 14 hari Rp. 250.000 1zin Usaha - Komptder; Pengetahuan Sesuai Sesuai Subdin Laut
Ekspedisi pendirian  perusaha- nisme pengajuan izin kerja Ekspedisi - Printer; komputer peraturan peraturan Lt.3J
Muatan Kapal an yang telah di- Usaha Perusahaan Muatan Kapal Tinta; yang berlaku | perundang- Pamularsih
Laut sahkan oleh Notaris; Angkutan Laut dan Laut - Blanko Izin; Ketrampilan, di bidang undangan No. 28

. Memiliki Nemor Penunjang Angkutan - Blanko BA - Teknik kepegawaian |yang berlaku | Semarang
Pokok Wajib Pajak Laut: Kendaraan Pelayanan . o
Daerah setempat; 1. Pemchon (BHI) Prima

. Memilki surat ke- mengajukan lzin
terangan domislli Usaha Angkutan Sikap,
perusahaan; : Laut dan Penun- - Komunikasi

. Memiiki modal dan jang  Angkutan - Empati
peralatan = yang Laut  ditujukan - Kestabilan
cukup sesuai de- kepada Guber- emosi
ngan  perkembang- nur ¢q Kepala - Ketelitian kerja
an teknologi; Dinas sesual de- - Kejujuran

. Memiiiki tenaga ahli; ngan persyarat- - Responsif

. Membiki Kartu Tanda an vyang telah - Kerjasama
Penduduk (KTP) ditentukan;
yang masih berlaku 2. Apabila per-
bagi  penanggung syaratan  per-
jawab atau Direksi mohonan belum
Perusahaan; lengkap, berkas

dikembalikan ke-
Y




. Waktu : i
Jenis . . Sarana Kompetensi Sanksi
No Pe.ayanan Persyaratan Prosedur Pelayanan Peny:rl‘esal- Biaya Produk Prasarana Petugas Petugas Peianggan Tempat
7. Memiliki dan atau pada petohon
menguasai ruangan f untuk dilengkapi !
bangunan kantor paling lambat 14
perusahaan; (empat  belas)
8. Memiliki  Rencana hari sejak tang-
Kerja Perusahaan 3 gal diterima per-
(iga) bulan ke mohonan;
depan; 3. Apabila persya-
9. Memiliki Bagan atau ratan permohon-
Struktr  Organisasi an sudah leng-
Perusahaan; kap, maka Surat
10. Memiliki swrat ke- Izin Usaha Per-
terangan atau re- usshaan Angkut-
komendasi dari DPW an Laut dan
GAFEKSI [ INFA Penunjang Ang-
Jawa Tengah. kutan Laut harus
sudah diterbitkan
paling lambat 14
(empat  belas)
hari setelah
berkas diterima;
4. Apabila per-
mohonan  dan
kelengkapainya
telash memenuhi
syarat, kemudian
dilakukan survey
dan evaluasi
yang  dilakukan
oleh personil
penjabat / staf
pemroses Surat
. I1zin Usaha Ang-
kutan Laut dan
Penunjang Ang- . -
kutan Laut;
'
5. lzin Usaha 1. Memilki salinan alde | e Prosedur dan meka- | 14 har Rp. 250.000 1zin Usaha Komputer; Pengetahuan Sesuat Sesuai Subdin Laut
& - Perusahaan pendirian  perusaha- nisme pengajuan izin kerja Perusahaan Printer; komputer peraturan Peraturan Lt 3d
Bongkar Muat an yang telah d& Usaha Perusahaan Bongkar Muat Tinta; ' yang berfaku Perundang- | Pamularsih
sahkan oleh Notaris; Angkutan Laut dan Blanko |zin; Ketrampitan, di bidang - undangan No. 28
2. Memiliki Nomor penunjang Angkutan Blanko BA - Teknik kepegawaian | yang Semarang
Pokok Wajib Pajak Laut : Kendaraan Pelayanan ‘ bertaku
Daerzh cotempat; 1. Pemochon (BHI) Prima
3. Memiliki modal mengajukan izin .
usaha; Usaha Angkutan Sikap,
4. Memiliki peralatan Laut dan Penun- - Komunikasi
bongkar muat; jang  Angkutan - Empati.
5. Memiliki surat ke- kaut  ditujukan - Kestabilan
terangan domisii kepada Gubemur emosi




. Waktu n Sanksl
Jenis . . Sarana Kompetensi
No Petayanan Persyaratan Prosedur Pelayanqn Pem:‘ellesau- Biaya Produk Prasarana Petugas Pelugas Pelanggan Tempat

perusahaan; cq Kepala Dinas - Ketelitian kerja

6. Memiliki tenaga ahli dengan per- - Kejujuran
dibidang bangkar syaralan  yang - Responsif
muat; telah ditentukan; - Kerjasama

7. Memiliki Kartu Tanda 2. Apabila per-
Penduduk (KTP) syaratan per-
yang masth berlaku mohonan belum
bagi penanggung lengkap, maka
jowab atau Direksi berkas di- ' ’
Perusahaan; kembalikan  ke- .

8. Memiliki dan astau pada pemohon
menguasai ruangan/ untuk dilengkapi
bangunan kantor paling lambat 14
perusahaan; {empat  belas)

9. Memiliki rencana hari sejak teng-

kerja perusahaan 3
(tiga) bulan ke
depan;

10. Memiliki bagan atau

struktwr  organisasi

" -perusahaan;

1.

Memiliki surat  ke-
terangan atau
rekomendasi  dari
Assosiasi Perusaha-
an DBongkar Muat
dan Kepala Kantor
Administrator  Pe-
fabuhan { Kepaia
Kantor  Pelabuhan
setempat.

pal diterima per-
mohonarn;

3. Apabila per-
syaratan per-
mohonan sudah
lengkap, maka
Surat fzin Usaha
Perusahaan Ang-
kutan Laut dan
Perunjang Ang-
kutan Laut harus
sudah diterbitkan
paling lambat 14
(empat  belas)
hari setelah ber-
kas diterima;

4. Apablla per-
mohonan  dan
kelengkapannya
telah  memenuhi
syarat, kemudian
dilakukan survey

_dan evaluasi
yeng - dilakukan
oleh personil

penjabat [ staf
pemroses Surat
Izin Usaha Ang-
kutan Laut dan
Penunjeng Ang-
kutan Laut;




Jenis

Wak;cu

Sarana

Kompetensi

bangunan kantor
peruysahaan;

9. Memiliki rencana
kerja perusahaan 3
bulan kedepan;

10. Memiliki bagan atau
struktur  organisasi
perusahaan.

paling lambat 14
(empat belas)
hari sejak tang-
gal diterima
permohonan

3. Apabila per-
syaratan per-
mohonan sudah
lengkap, maka
Surat |zin Usaha
Perusahaan

Angkutan  Laut-

. dan Penunjang

~ Angkutan  Laut
harus sudah di-
terbitkan paling
lambat 14
(empat  belas)
hari setelah ber-
kas diterima;

No Pelayanan Persyaratan Prosedur Pelayanan Peny:!rliesai- Biaya Produk Prasarana Petugas Sanksi Tempat
B. (zin Usaha 1. Memiliki sakinan akte | f Prosedur dan meka- | 14 hari Rp. 100.000 izin Usaha -  Komputer; Pengetahuan Sesuai Sesuai Subdin Laut
Perusahaan pendirian perusaha- nisme pengajuan izin kerja Perusahaan ~ Printer; komputer peraturan - peraturan L34
Tally an yang telah di Usaha Perusahaan Tally ~  Tinta; yang berlaku perundang- Pamularsih
sahkan oleh Notaris; Angkutan Laut dan - Blanko izin; Ketrampilan, di bidang undangan No. 28
2. Memiliki nomor " penunjang Angkutan - Blanko BA - Teknik kepegawaian | yang berfaku | Semarang
pokok wajib pajak Laut : - Kendaraan Pelayanan
daerah setempat; 1. Pemohon (BHI) Prima
3. Membiki modal mengajukan Izin )
usaha; .Usaha Angkutan’ Sikap,
4. Memiliki peralatan Laut dan Penun- - Komunikasi
antara lain  Elek- jang  Angkutan - Empati
tronik cheker dan Laut  ditujukan
timbangan; kepada Guber- - Kestabilan
5. Memiliki surat ke nur cq Kepala emosi
terangan domisili Dinas sesuai de- - Ketelitian kerja
perusahaan; ngan persyarat- - Kejujuran
6. Memiliki Tenaga Ahli an yang telah di- - Responsif
di Bidang Tally; tentukan; - Kerjasama
7. Memiliki Kartu Tanda 2. Apabila per-
Penduduk (KTP) syaratan per-
yang masih berlaku mohonan belum
bagi  penanggung lengkap, maka
jawab atau Direksi berkas di-
Perusahaan; kembalikan ke~
8, Memiliki dan atau pada pemohon
menguasai ruangan / untuk  dilengkapi




Waktu

dibidang angkutan

mohonan sudah

No Pe‘ljaey';?\an Persyaratan Prosedur Pelayanan Peny:ltesai- Biaya Produk Prsa:frr;a K;r::;t::sl Sanksi Tempat
4. Apabila Per-
mohonan  dan
kelengkapannya
telah memenuhi
syarat, kemudian
dilakukan survey
dan evaluasi
yang dilakukan
oleh personil
penjabat / staf
pemroses Surat
Izin Usaha
Angkutan  Laut
dan Penunjang
Angkutan Laut; .

7. lzin Usaha . Sefinan Swurat lzin | g Prosedur dan meka- | 14 hari Rp. 250.000 1zin Usaha - Komputer; Pengetahuan Sesuai Sesuai Subdin Laut
Pembukaan Usaha Pefusahaan nisme pengajuan izin | kerje Pembukaan ~ Printer; komputer peraturan Peraturan Lt.3J
Kantor cabang Angkutan Laut Usaha Perusahaan Kantor cabang ~ Tima; yang berlaku  {Perundang- | Pamularsih
Perusahaan (SIUPAL) / Surat Izin Angkutan Laut dan Perusahaan - Blanko |zin; Ketrarnpflan. di bidang undangan No. 28
Angkutan Laut Operasi Perusahaan penunjang Angkutan Angkutan Laut ~ Blanko BA - Teknik kepegawaian |{yang berlaku | Semarang

Angkutan Laut Khu- Laut: ~ Kendaraan Pglayanan
sus (SIOPSUS) / 1. Pemohon (BHI) Prima
Swat lzin Usaha mengajukan lzin ]
Perusahaan Pelayar- Usaha Angkutan Sikap,
an Rakyat Laut dan Pe- - Komunikasi
(SIUPPER); munjang Ang- - Empaﬁ.

. Surat  Perunjukan kutan Leut di- - Kestapllan
Kepala / Pimpinan tujukan  kepada emosi
Cabang; - Gubernur cq - Ketelttian kerja

. Memiiiki Kartu Tanda Kepaila Dinas - Kejujuran
Penduduk (KTP) dengan per- - Res_ponslf
yang masih berlaku syaratan yang - Kerjasama o
bagi  Kepala / telah ditentukan;

Pimpinan  Cabang 2. Apabila per-
Perusahaan; syaratan per-

. Salinan Akte Pen- mohonan belum
dirian Perusahaan lengkap, maka
- yang. telah disahkan . berkas di-
oleh Notaris; kembalikan  ke-

. Memiliki Nomor pada pemohon
Pokok Wajib Pajak untuk  dilengkapi
Daerah setempat; - paling lambat 14

. Memiliki Swrat Ke- (ompat be]as)
terangan  Domnisili hari sejak tang-

Perusahaan dan gal diterima
Instansl yang  ber- permohonan

" wenang; 3. Apabila per-
. Memiliki tenaga ahli syaratan per-




Wakt

Kompeténsi

No Pe‘ljaeyr:?\an Persyaratan Prosedur Pelayanan Peny:'llesal- Biaya Produk Prs::r:i a Pefugas Sanksi Tempat

: laut; lengkap, maka
8. Memlliki - dan atau Surat Izin Usaha

menguasai ruangan / Perusahaan
bangunan kantor Angkutan  Laut
penysahaan; dan Penunjang
9. Memiliki rencana Angkutan  Laut
kerja perusahaan 3 harus sudah di-
(tiga) bulan ke terbitkan  paling
depan; lambat 14 (em-
10. Memiliki bagan atau pat helas) hari
struktur  organisasi setelah  berkas
perusahaan; diterima; .
i1.Memiliki surat ke- 4. Apabia per-
terangan ataws mohonan  dan
rekomendasi dasi kelengkapannya
Dewan Pimpinan telah memenuhi
Cabeang (INSA, syarat, kemudian
Pelra) setempat. dilakukan survey
dan evaluasi
yang  dilakukan
oleh personil

penjabat/staf
_ pemroses Surat
Izin Usaha Ang-
kutan Laut dan
Pemnunjang Ang-

kutan Laut;

8. Izin Usaha 1. Salinan Surat Izin | h. Prosedur dan meka- | 14 hari Rp. 150.000 Izin Usaha ~ Kompu-ter; Pengetahuan Sesuai Sesual Subdin Laut
Pembukaan Usaha Perusahaan nisme pengajuan kzin | kerja Pembukaan . | - Printer; komputer peraturan ‘Peraturan Lt 34l
Kantor cabang Jasa Pengurusan Usaha = Perusahaan Kantor Ca-bang | — Tinta; ‘ yang berdaku [Perundang- | Pamularsih
Perusahaan Transportasi Angkutan Laut dan Perusa-haan - Bianko lzin; Ketrampilan, di bidang Undangan No. 28
Penunjang (SIUPJPT) / Surat penunjang Angkutan Penun-jang Ang- | -~ Blanko BA - Teknik kepegawsian |yang berlaku | Semarang
Angkutan Laut lzin Usaha Per Laut ; kutan Laut - Kendaraan Pelayanan ’ o

usahaan  Ekspedisi 1. Pemochon (BHI) Prima

Muatan Kapal Leut mengajukan izin

(EMKL) / Surat Izin Usaha Angkutan Sikap,

Usaha Perusahaan Laut dan Penun- - Komunikasi

Bongkar Muat (SIUP jang  Angkutan - Empati |

BM) / Surat [zin . Laut  ditujukan - Kestabilan

Usaha Perusahaan kepada Guber- emosi

Tafly (SIUPTALLY); nur cq Kepala - Ketelitlan kerja
2. Surat  Penunjukan Dinas  dengan - Kejujuran

Kepala / Pimpinan persyaratan yang

Cabang; telah ditentukan: - Responsif
3. Memilkki Kartu Tanda 2. Apabila per- - Kerjasama

Penduduk (KTP) gyaratan per-

yang masih berlaku " mohonan belum

bagi Kepala !/ Pim- iengkap, maka

pinan Cabang Per- berkas di-




Waktu

Sarana

Kompetensi

No Peijae;a':an Persyaratan Prosedur Pelayanan Peny:':esal- Biaya Produk Prasarana Petugas Sanksi | Tempat
usahaan; kembalfikan  ke- i
4. Salinan Akte Pen- pada pemohon !
diian  Perusahaan untuk dilengkapi !
yang telah disahkan paling lambat 14 !
oleh Notaris; {empat  belas) ’ :
5. Memiliki Nomor hari sejak tang- !
Pokok Wajh Pajak gal diterima per- I
Daerah setempat; mohonan;
6. Memiliki Swat Ke- 3. Apabila per-
terangan Domisi syaratan per- ¢
Perusahaan dari mohonan sudah N
ingtansi yang bes- lengkap, maka
wenang; Surat Izin Usaha
7. Memiliki tenaga ahé Perusahaan
dibidang penunjang Angkutan  Laut
angkutan faut; dan Penunjang
8. Memiliki dan atau Angkutan  Laut
menguasai ruvangan / harus sudsh di-
bangunan kantor terbitkan  paling
petusahaan lambat 14
9. Memiiki rencana (empat  belas)
kefja perusahaan 3 hari setelah ber-
bulan ke depan; kas diterima;
10, Memiliki bagan atau 4. Apabila per-
struktur  organisasi mohonan dan
perusahaan; kelengkapannya
11.Memiliki  surat  ke- telah memenuhi
terangan atau syarat, kemudian
rekomendasi dani diakukan survey
Dewan Pimpinan Ca- dan evaluasi .
bang (GAFEKSY yang  dilakukan
INFA, APBMI) cleh personil
setempat. penjabat / staf
pemroses Surat i
Izin Usaha
- Angkutan  Laut -
dan  Penunjang
Angkutan Laut;

9. Lziry - 1. Administragi  terdiii | | Progedur dan meka- | 14 hari Rp-1.000.000 - Izin Pemba- -~ Komputer; Pengetahuan Sesuai '| Sesuai Subdin Laut
Pembangunan dani: nisme pengajuan izin kerja an - Printer; komputer peraturan Peraturan L3 J
Pefabuhan + Salinan Akte Pen- Usaha Perusahaan Pelabuhan - Tinta; yang berlaku Perundang- Pamularsih
Khusus diian Perusahaan Angkutan Laut dan Khusus Regional | - Blanko lzin; Ketrampilan, di bidang undangan No. 28
Regional yang telsh disah- perumjang Angkutan ~ Blanko BA - Teknik kepegawaian |yeng berlaku | Semarang

kan oieh Netaris; Laut : - Kendara-an Pelayanan .
o Memiiki Nomor 1. Pemohon (BHI) Prima
Pokok Wajib Pa- mengajukan |zin .
jak (NPWP) Dae- Usaha Angkutan Sikap,
rah setempat; Laut dan Penun- - Komunikasi
o Memiliki buldi pe- jang  Angkutan - Empati i




Waktu

No P e{l:;:;t 1 Persyaratan Prosedur Pelayanan Peny:'I'esai- Biaya Produk Prsaasr:’rr;: a K%r:&egt::a Sanksi Tempat

nguasaan tanah; Leut  ditujuke: - Kestabilan

¢ Memilki izin kepada Guber- emosi
usaha pokck dasi nur Cq Kepala - Ketelitian
instansi terkait; Dinas  dengan . - kerja

» Memiliki proposal persyaratan yang | - - Kejujuran
rencana keglatan; telah ditentukan; - Responsif

o Memiliki penetap- 2. Apabila per- - Kerjssama

an lokasi pelabuh-
an khusus reg-
onaj;

Memiliki rekomen-
dasi darl Kepeh
Kantor Adpel /
Kepala Kantor
Pelabuban selaku
pemegang Tungsd
keselamatan pe-
layaran setempat
dan Bupati / Wak-
kota setempat;
Memitiki AMDAL;

2. Teknis terdiri dari ;

Memiliki Rencana
induk Pelabuhan;

Memiliki rancang
bangun dan reke-

tode pelaksanaan
pembangunan,
tshap dan jaduat
pembangunan,
gambar dan tata
letak fasllitas der
maga, gambar
konstruksi ba-
ngunan  (densh,
tampak dan
potongan), gam-
bar rencana pe-
ngerukan dan
rekiamasi serta
areal pembuang-
an lumpur (apa-
bila ada pekerjaan
pengerukan / re-
klamasi );

syaratan per-
mohonan belum
lengkap, maka
berkas di-
kembalikan  ke-
pada pemohon
untuk  dilengkapi
paling lambat 14
(empat  belas)
hari sejak tang-
gal diterima
permohonan;

3. Apabila persya-
ratan permohon-
an sudah leng-
kap, maka Surat
tzin Usaha Per-
usahaan  Ang-
kutan Laut dan
Penunjang Ang-
kutan Laut harus
sudah diterbitkan
paling lambat 14
{(empat  belas)
hari setelah ber-
kas diterima;

4. Apabila per-
mohonan dan
kelengkapanhya
telah memenuhi
syarat, kemudian
dilakukan survey
dan evaluasi.
yang dilakukan
oleh personi
penjabat / staf
pemroses Surat
12in Usaha Ang-
kutan Laut dan
Penunjang Ang-
kutan Laut;




No

Jenis
Pelayanan

Persyaratan

Prosedur Pelayanan

Waktu
Penyelesai-
an

Biaya

Produk

Sarana
Prasa_rana

Kompetensi
Petugas

Sanksj

Tempat

10

Izin
Pengoperasia
n Pelabuhan
Khusus
Regional

. Memiliki hasil survey

pelabuban mefiputi ;

» Kondisi hidro-
oceanografi  (pa-
sang sunt, ge-
_lombang, ke-
dalaman, anm,
kadar salinasi

dan kadar sedi- |

ment)
* Kondisi topograli

(garis kontur di-

sekitar dermaga}
* Kondisi tand
{jenis dan karak-
teristik lapisam
tanah ),
Memiliki hasi kajies
keselamatan pe-
layaran melipul
rencana penempa-
an sarana banim
navigasi  pelayaram,
alur pelayaran dem
kolam pelabuhan;
Memiliki batas-batss
wilayah daratan dem
perairan atau per
airan, dilengkapi de-
ngan fitik-tittk  koor-
dinat geografis;
Memiliki hasl st
lingkungan yang e
lah disahkan oleh
Pejabat yang ber
wenang sesual per-
atwran  perundang-
undangan yang bes
laku. :

. Memiliki Izin Pem-

bangunan Pelabul+
an Khusus Regional;

. Memfiki Rekomes-

dasi darl Kepda
Kantor  Adpel f
Kepala Kantor Pe-
labuhan seolakm

pemegang  fungel
keselamatan pe-

| Prosedur dan meka-

nisme pengajuan izin
Usaha Perusahaan
Angkutan Laut dan
penunjang Angkutan
Laut:

- 1. Pemochon (BHI)

mengajukan lzin
Usaha Angkutan
Laut dan Penun-

14 hari
kerja

Rp 2.000.000

Izin Pengo-
perasian
Pelabuhan
Khusus Regional

| A S O T N |

Komputer;
Printer;
Tinta;
Blanko zin;
Blanko BA
Kendaraan

Pengetahuan
komputer

Ketrampilan,

Teknik
Pelayanan
Prima

Sikap,

Komunikasi

Sesuai
Peraturan
Perundang-
undangan
yang berlaku

Sesuai
peraturan
yang berlaku
di bidang
kepegeawaian

Subdin Laut

Lt. 34
Pamularsih
No 28
Semarang




No

Jenis
Pelayanan

Persyaratan

Prosedur Pelayanan

Waktu
Penyelesai-

an

Produk

Sarana
Prasarana

Kompetensi
Petugas

Sanksi

Tempat

layaran  setempat,
ke-

amanan, ketertiban
dan keselamatan
pelayaran.

. Memiliki Sistem dan

Prosedur  SISPRO)
Pelayaran;

. Memilki tenaga ahi

di bidang teknis
pengoperasian  ke-
pelabuhanan dan
transportasi laut

Laut dan Penun-
jang  Angkutan
Laut  ditujukan
kepada Guber-
nwr Cq Kepala
Dinas  dengan
persyaratan yang
telah ditertukan;

2. Apabila per-
syaratan per-
mohonan  belum
lengkap, maka
berkes L 3
kembalikan  ke-
pada pemohon
urtuk  dilengkapi
paling lambat 14
(empat  belas)
harl sejak tang-
gal diterima per-
mohonan;

3. Apablla per-
syaratan per-
mohonan sudah
lengkap, maka
Surat Izin Usaha
Perusahaan
Angkutan  Laut
dan Penunjang
Angkutan  Laut
harus sudah di
terbitkan - paling
{ambat 14 (em-
pat beles) hari
setelah  berkas
diterima;

4. Apabila Per-
mohonan dan
kelengkapannya

- telah memenuhi
syarat, kemudian
dilakukan “survey
dan evaluasi
yeng  diakukan
oleh ~ personl
penjabat / etaf
pemroses Surat
{zin Usaha”Ang-
kuwtan Laut dan
Penunjang Ang-
kutan Laut;

Empati
Kestabilan
emosi
Ketelitian kerja
Kejujuran
Responsif

Kerjasama




Jenis

Waktu

Produk -

Sarana

Kompetensi

No Pelayanan Persyaratan Prosedur Pelayanan Peny:;eaai— Biaya Prasarana Petugas Sanksi Tempat
11. 1zin Untuk Kapal dengan { a. Permohonan meng- | 7 (tujuh) Rp. 25.000,- {zin Pengu-kiran | ~ Kompu-ter; Pengelahuan Sesuai Sesuai Subdin
Pengukuran uvkuran GT.7 sampai ajukan permchonan | hari Per Kapal dan Penerbitan | ~ Mesin Ketik - Kebijakan peraturan Peraturan Laut Lt 3
dan dengan GT.35: tertulis dari Pemilik Surat Ukwr Kapal | - Kalkulator tentang yang bertaky | Perundang- JL.Pamu-
Penerbitan a. Bukti  kepernitiken kapal orang pribadi, - Penerbitan SiB. | di bidang undangan larsih No
Surat Ukur kapal yang syah. Badan Hukum - Kebijakan kepegawaian |yang berlaku | 28 Se-
Kapal b. Gambar - gambar disertai dengan bukti -tentang marang
yang diper-lukan kepemilikan  kapal Kelaildautan
¢. Surat  pemyataan yang ditujukan ke Kapal Kantor
dari  pemiik me- Kepala Dinas Cq. Syah-
ngenai data dan Syahbandar di Ketrampilan, - bandar
peruntukan kapat pelabuhan  tempat - Teknik setempat
kapal berada. Pelayanan
. Pemohon membayar Prima
tetribusi jasa peng-
ukuran; Sikap,
- Komunikasi
. Pelaksanaan peng- - Empat -
uluran oleh ahl ukur - Kestabilan
kapal; emos|
. Setelah  dilakukan - Keteliian
pengukuran temyate - ketja
memenuhj per- - Kejujuran
syaratan maka akan - Responsif
disusun daftar ukur - Kerjasama

. Penerbitan

tetapi apabfia ftidak
memenuhi maka
akan segera diberi-

tahukan kepada pe--

mohon untuk segera
mementthinya;

. Abii ukur menyusun

dan menandatangani
daftar ukur kemudian

mengirimkannya ke-

pada Kepala Dinas; -
. Dinas

menefuskan
kepada  Direktur
-Perkapalen dan
Kepelautan Direktur
Jenderal Perhubung-
an Laut untuk men-
dapat pengesahan;
surat
uvkur sementara oleh
Dinas;

2 Pemo'hon membayar

refribusi  penerbitan
surat ukur kapal;




Waktis

No Pe;}aeyr:zan Persyaratan Prosequt Pelayanan Penfrl‘esai- Biaya Produk Pzasr:r:?na K%nelmpe;t:;\sl Sanksi Tempat

Penerbitan surat
ukut®  kapal oleh
Dinas, setelah mem-~
peroleh persetujuan
dari Direktur Per-
kapalan “dan Ke-
pelautan;

. Pemasangan tanda
selar pada kapal
oleh pemilik kapal;

. Penyerahan surat -
ukur kapal kepada
pemilk kapal dengan
mencabut surat ukur
sementara.

12. | Penerbitan Untuk Kapal dengan . Permohonan tertulis | 7 ‘ujuh) Rp. 1.000, - Izin Pas Kecil Ruang Pengetahuan Sesuai Sesisal Subdin Laut
Pas Kecil ukuran sampal dengen dari  Pemilik kapal | har per GT untuk kapal tunogu kompiuter . peraturan Peraturan L. 3.
untuk kapal GT.7: orang pribadiVBadan dengan ukur-an Ruang yang berlaku Perundang- Pamularsih
dengan a. Buki  kepemillan Hukum ditujukan ke kurang darl GT.7 Pemeriksa- Ketrampitan, di bidang undangan No.28
ukuran kurang kapal yang syah. Kepala Dinas cq. an berkas. - Teknik kepegawaian |yang berlaku | Semarang
dari GT.7 b. Gambar - gambes Syahbandar di Pela- Kotak saran Pelayanan Kantor

yang diperiukan; buhan tempat kapal Papan Pe- Prima syah-
¢. Surat pemyatmsn berada disertai ngumuman bandar
dari pomillk dengan persyaratan " Komputer; Sikap, ) setempat
mengenal data dan sebagaf berikut : Mesin ketik - Komunikasi
peruntukan kapal - Bukti kepemilikan Kalkola-tor -  Empati
kapal; . : - Kestabilan
- Surat  penyataan - emosi
dari ~ pemikk - Ketelitian -
mengenai data - kerja
dan  peruntukan - Kejujuran
kapal - Responsif
. Pelaksanaan  pe- - Kerjssama

. Pelaksanaan

meriksaan dokumen
persyaratan;

peng-
ukuran oleh Syah-
bandar untuk me-
nentukan Gross
Tonase (GT) kapal.

, Apablla setelah di-

lakukan pengukuran
kapat tersebut me-
miliki ukuran < GT 7
maka  selanjutnya
akan diterbitkan Pas
Kecil tetapi apabila




Waktu

Sarana

Kompetensi

No Pe‘lie;al?aan Persyaratan Prosedur Pelayanan - Peny:r:esak Biaya Produk Prasarana Petugas Sanksi Tempat

diketahui bahwa
kapal tersebut me-
miliki ukuran 2 GT.7
maka akan diber-
tahukan kepada pe-
mohon bahwa tidak
dapat diterbitkan pas
kecil tetapi harus pas
tahunan dengan per- :
syaratan yang telah
ditentukan

. Pas kecll diterbitkan
setelah kelengkapan
persyaratan dipenuhi
dan berlaku untuk 1
(satu) tahun,

13. | lzn Untuk Kapal de-ngan . Permohonan tertulis | 7 (tujuh) Rp. 1.000,- I1zin Pener-bitan Ruang Pengetahuan Sesuai Sesuai Subdin
Penerbitan uvkuran GT.7 sampal dari Pemilik kapal | har Per GT Pas Tahunan tunggu komputer peraturan Peratur-an Laut Lt. 3
Pas Tahunan dengan GT.35: orang pribadi [/ untuk kapal Ruang yang berfaku  {Per-undang- | JI Pamu-
untuk kapal a. Surat  pemyataan Badan Hukum yang dengan ukur-an Pemerik- Ketrampilan : di bidang undang-an larsih No
dengan dari pemiiik me- ditujukan kepada GT.7 sampai de- saan berkas. | - Teknik kepegawalan |yangberlaku | 28
ukuran GT.7 ngenal data dan Kepala Dinas Cq. ngan GT.35 Kotak saran Pelayanan Semarang
sampai peruntukan kapal. Syahbandar di Pela- Papan Prima Kantor
dengan GT.35 | b. Copy Swurat Ukwr buhan tempat kapal Pengu- Syah-

Kapal berada untuk per- muman Sikap, bandar
c. Copy gross ake panjangan pas Komputer, - Komunikasi setempat
pendaftaran / balik tahunan kapal di- Mesin ketik - Empat -
nama kapal sertai dengan per- Kalkolator - Kestabilan
syaratan sebagai - emosi
berikut : - Ketelittan
- Foto copy pas - kerja -
tahunan kapal - Kejujuran
yang lama; - Responsif
- Surat pemyataan - Kerjasama

dari pemilik me-
ngenai data dan
peruntukan kapal.

. Pemeriksaan
" dokumen
. Apabila setelah di-

lakukan pemeiiksaan
dokumen dan me-
menuhi  persyaratan
meka akan segera
diterbitkan pas
tahunan, tetapi apa-
bila tidak mememuhi
persyaratan  maka
akan - diberitahukan




e

komunikasl radio
dan elektronika

kapai
- Sistem dan per-
lengkapan pen-

- cegahan dan pe-
madam kebakaran
- Sistem dan per-

lengkapan pen-
cegahan pen-
cemaran dari

kapal

[+]
N Jeris Persyaratan Prosedur Pelayanan P w:'I(:;aL Bia Produk Sarana Kompetensi Sanksi T
o Pelayanan ¥ va enyan ya u Prasarana Petugas empat

kepada  pemchen . ~
untuk segera me-
menuhinya;

. Penerbitan perpan-
jangan pas tahunan
kapal getelah semua
persyaratan di-
lengkapi.

14, | Izin Untuk Kapal dengam | 3. Permohonan Tertulis | 7 (tujuh) Rp. 10.000,- izin Pener-bitan Ruang tunggu | Pengetahuan Sesuai Sesuai Subdin Laut
Penerbitan ukuran GT.7 sampai dari Pemitk kapal | har Per Kapal. Sertifi-kat Ruang - Kebijakan peratwan Peratur-an Laan
Serfifikat dengan GT.35 : crang pribadi, Badan Ketaikan Kapal Pemeriksa-an tentang pe- yang berlaku  |Per-undang- | Pamularsih
Kelaikan - Surat pemyataan Hukum di tujukan ke untuk kapat berkas nerbitan SIB di bidang undang-an No. 28 Se-
Kapal untuk dari  pemilk me- Kepala Dinas Cq. dengan ukuran Kotak saran - Kebijakan kepegawaian |yang berlaku | marang
kapal dengan ngenai data dan Syahbandar di Pe- GT.7 sampai de- Papan peng-- teritang kelaik Kantor
ukuran GT.7 peruntukan kapal, labuhan tempat ngan GT.35 - umuman lautan syahban-
sampai - GCopy Surat Ulur kaps! berada untuk Komputer; dar
dengan GT.35 Kapal dan me- Penerbitan  Sertifikat - Mesin ketik Ketrampéan, setempat

nunjukkan aslfinya; - Kelalklautan  Kapal, - Kalkolator - Teknik
- Copy Pas Tahun-am disertai dengan : Pelayanan
dan menunjuk-lml persyaratan keleng_ Prima
aslinya. kapan dokumen .
- Copy Gross akie nautis, teknls dan Sikap,
kapal dan menun- pengawakan kapal. - Eonmkasi
jukkan aslinya; - Em|
- :Z()aﬂar Anak Bush | :::::'ﬁ::gs teigzz - Kestabilan
apal dan  pengawakan emosi
kapal yang meliput) : ) :’tdm"
- Konstruks! dan - kera
tata susunan kapal - Kejujuran
- Stablitas dan garis - Responsif v
muat kapal : - Kerjasama
- Perlengkapan
kapal
- Permesihan  dan
listrik kapal
- Perangkat tele-




No

Jenis
Pelayanan

Persyaraten

Proseduwr Pelayanan

Wakiu
Penyelesai-
an

Blaya

Produk

Sarana
Prasarana

Kompetensi
Petugas

Sanksi

Tempat

. Apabila

- Jumlah dan susun-

an awak kapal.

memenuhi
persyaratan  maka
akan diterbitkan
Sertifikat Kelaiklaut-
an Kapal, tetapi
apabla tidak me-
menuhi maka ke-
kurangannya  ekan
diberitahukan ke-
pada pemohon untuk
memenuhi per-
syaratan vang telah
ditentukan

. Penerbitan Sertifikat

Kelaiklautan  Kapal
setelah kapal me-
menuhi
tersebut butir b.

. - Sertifikat ketfaik

lautan kapal berlaku
1 (satu}) tahun dan
dapat diperpanjang.

ketentuan.

SUB SEKTOR PERHUBUNGAN UDARA

ljin
pembangunan
bandara
khusus

1. Swat permohcnan

dari instansi / badan
yang akan mem-
bangun

. Melampirkan foto

copy bukti pemilikan
izin  pengoperasian
pesawat terbang
berkapasitas sampai
jan 30 o
yang-masih beriaku;

. Melampirkan folo
‘copy surat rekomen-

dasi dari Bupati /
Walikota setempat ;

. Melampirkan foto

copy berkas AMDAL

. Pemohon mengaju-

kan pemmohonan di-
lengkapi dengan
persyaratan yang
telah ditentukan di-
sampaikan  kepada
Gubernur ¢q. Kepala
Dinas;

, Apabila persyaratan

permohonan  belum
lengkap, maka ber-
kas  segera d-
kembalikan kepada
pemohon untuk
melengkapinya;

. Setelah lengkap di-

lanjutkan  pembuat-

an Swat Perintah |.

Tugas Kepala Dinas
kepada Tim untuk
melakukan survey
dan pengukuran di

21 hari

Rp 1.000.000

ljin Pemba-ngunan
Bandara Khusus

- Ruang per-
temuan

- Komputer

- LCD

Sesuai
peraturan
yang berlaku
di bidang
kepegawaian

Sesuai

Peratur-an
Perundang-
undangan
yang berlaku

Dishubtel
Provinsi
Jawa
Tengah




No

Jenis
Pelayanan

Persyaratan

Prosedur Pelayanan

Waktu
Penyelesai-
an

Biaya

Produk

Sarana
Prasarana

Kompetensi
Petugas

Sanksi

Tempat

ljin
Pembangunan
Heliport /
Helipad

1. Surat

permohonst
oleh badan ! i
stansi yang elan
membangun

., Melampirkan falo

copy surat ljin pe-
ngoperasian el
kopter yang masih
beraku;

. Melampirkan fabo

copy surat rekomen-
dasi dari Bupali [
Walikota setempat

lapangan;

. Tim melakukan ana-

lisls data dan me-
nuangkan dalam
bentuk berita acara
hasit survey dan
pengukuran di
lapangan sebagai
‘dasar  unfuk  me-
nerbitkan atau tidak
ijin yang diminte ;

. Berikut adalah bagan

pengajuan per-
mohonan  jjin  di-
maksud.

. Pemohon mengaju-

kan permohonan
dilengkapi  dengan
persyaratan yang
telah ditentukan
disampaikan kepada
Gubermur cq. Kepala
Dinas;

. Apabila persyaratan

permohonan  belum
lengkap, maka ber-
kas  segera o
kembalikan kepada
pemohon untuk me-
lengkapinya;

. Setelah lengkap di-

lanjutkan pembuatan
Surat Perintah Tugas
Kepala Dinas kepada
Tim umuk melakukan
survey dan peng-
ukuran di lapangan;

. Tim melakukan ana-

fisis data dan
menuangkan dalam
bentuk Berita Acara
hasil survey dan
pengukuran di
lapangan sebagai
dasar untuk me-
nerbitkan atau tidak
ijin yang diminta ;

21 hari .

- Rp 1.000.000

t ljin Pemba-ngunan

Hefiport / Helipad

- Ruang per-
temuan

— Komputer

- LCD

Sesuai
peraturan
yang berlaku
di bidang
kepegawaian

Sesuai
Peraturan
Perundang-
undangan
yang berlaku

Dishubtel
Provinsi
Jawa
Tengah




. Waktu .
No | piaranan Persyaratan Prosedu Poiayanan | Penysesal- Biaya Produk poarana il Sanksi Tempat
©. Berikut adalah bagan
pengajuan per-
mohonan ijin  d-
maksud;

3. ljin . Surat permohonan | a. Pemohon mengaju- | 21 Hari 1.000.000 ljin Pengopera- - Ruang Sesuai per- Sesuai Dishubtel
pengoperasi- oleh badan / n- kan permchonan di- Sian Surface level Pertemuan turan yang Peraturan Provinsi
an surface stansi pemilik heli- lengkapi dengan Heliport / Helipad | - Komputer berlaku di Perundang- | Jawa
{evel Heliport / port " persyaratan yang LCOD bidang ke- undangan Tengah
Hefipad . Melampirkan foto telah ditentukan di- pegawaian yang berlaku .

copy Izin pemba- sampaikan kepada
ngunan heliport Gubernur cq. Kepala
. Tersedianya pra- Dinas;
sarana yang di- | b. Apabila persyaratan
lengkapi : permohonan belum
' - Wind shock; fengkap, maka ber-
- Marking; kas  segera di
- Alat komunikasi; kembalikan kepada
- Aeronautical light; pemchon untuk
- Safety fence; melengkapinya;
- Fire fighting | c. Setelah jengkap di-
equipment. fanjutkan pembuatan
. Surat Perintah Tu-
. Melampirkan foto gas Kepala Dinas
copy swat kefja kepada Tim untuk
sama dengan - melakukan  survey
mah sakit terdekat dan pengukuran di
(untuk fasilitas ba lapangan;
terjadi emergency) . Tim melakukan ana-
lisis data dan
menuangkan dalam »
bentuk Berita Acara
hasi survey dan
pengukuran di
. lapangan sebagai.
dasar untuk me-
nerbitkan atau tdak
fin vyang diminta,
berikut bagan peng-
ajuan  permohonen
ffin dimaksud.

4 Rekomendasi . Surat  permohonarn | a. Pemohoh nengsju- | 14 har Rp. 500.000 Rekomendasi -  R.Perte- Sesual Sesuai Dishubtel
Ketinggian oleh badan/instansi kan permohonan Ketinggian muan peraturan Peraturan Provinsi
Bangunan perseorangan yang dilengkapi  dengan Bangunan /Tower | -  Komputer yang berlaku  |Perundang- | Jawa
fTower dan akan membangun; persyaratan yang dan benda tumbuh| -~ LTl di bidang undangan Tengah
benda tumbuh . Melampirkan  gam- telah ditentukan lainnya di sekitar kepegawaian |yang berlaku
lainnya di bar situasi / lay out; disampaikan kepada bandara




No

Jenis
Pelayanan

Persyaratan

Prosedur Pelayanan

Waktu
Penyelesai-
an

Biaya

Produk

Sarana
Prasarana

Kompetensi
Petugas

Sanksi

Tempat

sekitar
bandara

ljin Terbang
dalam
Provinsi

3. Melampirkan gam-

bar konstruksi yang
menunjukkan  rem-
cana ketinggian dan
bahan atap (jika
bangunan gedung)

. Melampirkan folo

copy sertifikat tanah
atau petjanjian sewa
lahan;

5. Melampirkan  surat

kuasa jika dikuasa-
kan;

. Surat permohonsn

harus dilengkapi
dengan nformasi
lengkap rencana
penerbangan;

. Melampirkan AOC .

(Awcraft  Operation
Certificate) ;

Gubemur cq. Kepala
Dinas;

. Apabila persyaratan

permohonan  belum
lengkap, maka ber-
kas segera  di-
kembakkan kepada
pemohon untuk

melengkapinya;

. Setelah lengkap di-

lanjutkan  pembuat-
an Swrat Perintah
Tugas Kepala Dinas
kepada Tim untuk
‘melakukan  survey
dan pengukuran di
lapangan;

. Tim  mengegyaluasi

data hasil survey
dan pengukuran di
lapangan dan me-
nuangkan dalam
bentuk Berita Acara
hasili  survey di
lapangan  sebagai
dasar untuk me-
nerbitkan atau tidak
fin  yang diminta,
berikut adalah bagan
pengajuan per-
mohonan  {jin  di-
maksud.

. Pemohon mengaju-

kan permohonan di-
lengkapi dengan
pergyaratan yang
telah ditentukan

disampaikan kepada |.

Gubernur cq. Kepala
Dinas

. Apablla persyaratan

permohonan  belum
lengkap, maka ber-
kas segera  di-
kembafikan pe-
mohon untuk  di-
lengkapi |

3 hari

Rp. 100.000

ljin terbang
dalam Provinsi

Ruang
pertemuan
Komputer
LCD

Sesuai
peraturan -
yang berlaku
di bidang
kepegawaian

Sesuai
Peratur-an
Perundang-
undangan

yang berlaku

Dishubtel
Provinsi
Jawa
Tengah




No

Jenis
Pelayanan

Persyaram.n

Prosedur Pejayanan

Waktu
Penyelesai-
an

Biaya

Produk

Sarana
Prasarana

Kompetensi
Petugas

Sanksi

Tempat

ljin Usaha
penunjang
penerbangan :

jasa
boga
pesawat
udara

Jasa
Pelayanan
teknis
Pesawat
udara di
darat

. Surat

. Melampirkan
Keterangan Domis#i |

Surat permohonan
harus  dilengkapi
Akte Pendirian
Perusahaan;
Melampirkan Surat
Keterangan Dom#
sii perusahaan /
pemilik ;
Melampirkan No-
mor Pokok Wajib
Pajak (NFWP)

permohonan
dilengkapi
Pendirian

harus
Akte
Perusahaan

Surat

perusahaan/ pemiik

, Setelah berkas leng-

kap, diperiksa untuk
diketahui bahwa rute
yang diminta tidak
menggangu  pener-
bangan reguler

. Penerbitan ijin

. Pemohon mengaju-

kan pemmohonan di-
lengkapi dengan
persyaratan yang
telah ditentukan di-
sampaikan  kepada
Gubernur c¢q. Kepala
Dinas

. Apabila persyaratan

permohonan belum
lengkap, maka ber-
kas segera di-
kembalikan pe-
moheon untuk  di-

lengkapi ;

. Setelah lengkap di-

lanjutkan survey la-
pangan berkaitan
dengan ijin yang
diajukan  kemudian
dilanfutkan  dengan
membuat be-rita
acara hast peme-
riksaan lapangan.

, Berita acara hasll

pemeriksaan lapang-
an akan dievaluasi
sebagai dasar di-
terbitkan atau tidak
izin yang diminta

. ' Penerbitan izin

. Pemchon mengaju-

kan permohonan
dilengkapi  dengan
persyaratan  yang
telah ditentukan

" disampaikan kepada

Gubermar ¢q Kepala
Dinas

21 hari,

21 hari

Rp 1.0060.000

Rp 1.000.000

Penerbitan ljin
Jasa Boga

Penerbitan ljin
Jasa Pelayanan
Teknis

R.Perte-
muan

Komputer

LCD,

Ruang
Pertemuan
Komputer
LCD

LI B T §

ANl gizi

Flight Operation
officer
Ticketing
Greeting.
Marshaller
Driver bagage
towing tractor
Driver push

hanck

Sesuai
peraturan
yang berfaku
di bidang
kepegawaian

Sesuaj
peraturan
yang bertaku
di bidang
kepegawaian

Sesuai
Peraturan
Perundang-
undangan
yang berlaku

Sesuai
Peraturan
Perundang-
undangan
yang berlaku

Dishubtel

Dishulsfist
Provinsi
Jawa
Tengah




No

Jenis
Pelayanan

Persyaratan

Prosedur Pelayanan

Waktu
Penyelesai-
an

Biaya

Produk

Sarana
Prasarana

Kompetensi
Petugas

Sanksi

Tempat

i

. Melampirkan

3. Melampirkan Nomor

Pokok Wajib Pajak
(NPWP)

1. Swat permohonan

harus dilengkapi
Akte Pendirian
Perusaan; -
Surat-
Keterangan Domisil
perusahaan/ pemilik

. Melampirkan Nomor

Pokok Wajib Pajak

b. Apabila persyaratan

permohonan belum
lengkap, maka
berkas segera di-
kembalikan pe-
mohon untuk  di-
lengkapi ;

. Setelah lengkap di-

lanjutikan survey
fapangen berkaitan
dengan ijin yang
diajukan  kemudian
ditanjutkan  dengan
membuat be-rita
acara hasil pe-
meriksaan lapangen.

. Berita acara hasil

pemeriksaan la-
pangan akan di-
evaluasi sebagai
dasar diterbitkan
atay Sidak izin yang
diminta

. Penerbitan izin

. Pemchon mengaju-

kan permohonan
dilengkapi  dengan
persyaratan = yang
telah ditentukan
disampaikan kepada
Gubemur cq. Kepala
Dinas

. Apabila persyaratan

permohonan  belum
lengkap, maka
berkas segera
dikembaliken  pe-
mohon  untuk - me-~
lengkapi ;

. Setelah lengkap di-

lanjutkan survey
lapangan  berkaitan
dengan ijin  yang
diajukan  kemudian
ditanjutkan  dengan
membuat berita
acara bhasil peme-
riksaan lapangan.

21 hari

Rp. 500.000

Penerbitan lin
Jasa Pelayanan
penumpang dan
bagasi

~ Ruang

Pertemuan
— Komputer
- LCD

back

Sesuai
peraturan
yang berlaku
di bidang
kepegawaian

Sesuai
Peraturan
Perundang-
undangan
yang berlaku

Dishubtel
Provinsi
Jawa
Tengah




No

Jenis
Pelayanan

Persyaratan

Prosedur Pelayanan

Wakty
Penyelesal-
an

Biaya

Produk

Sarana
Prasarana

Kompetensi
Petugas

Sanksi

Tempat

d. Jasa
Penangan
an Cargo

Ekspedisi
muatan
pesawat
udara

. Melampirkan

. Surat

1. Surat permohonam

harus dilengkeps
Akte Pendirian
Perusaan;

Surst
Keterangan Domisli
perusahaan/pemilik;

. Melampirkan Nomer

Pokok Wajib Pajak
(NPWP)

permohonan
harus
Akte Pendirian
Perusaan;

. Melampirkan Surat

Keterangan Domisli
perusahaan/pemilik;

dilengkapi |

 d.

a.

Berita acara hasil
pemeriksaan la-
pangan akan di-
evaluasi sebagai
dasar diterbitkan
atau tidak izin yang
diminta

Penerbitan izin

Pemohon mengaju-
kan permohonan
dilengkapi  dengan
persyaratan  yang
telah ditentukan
disampalkan kepada
Gubermur ¢q. Kepala
Dinas;

Apabila persyaratan
permohonan belum
lengkap, maka ber-
kas segera di-
kembalikan pe-
mohon untuk
dilerigkapt ;

Setelah lengkap di-
lanjutkan survey
lapangan berkaitan
dengan {jin yang
diajukan  kerudian
dianjutkan  dengan
membuat berita
acara hasil peme-
riksaan lapangan.
Berita acara hasi
pemeriksaan la-
pangan akan
dievaluasi sebagai
dasar diterbitkan

atau tidak izin yang |.

diminta
Penerbitan izin

Pemohon mengaju-
kan  permchonhan
dilengkapi  dengan
persyaratan  yang
telah ditentukan
disampaikan ke-
pada Gubermnur cq.

21 bari

21 hari

Rp 1.000.000

Rp. 500.000

Penerbitan ljin
Jasa Pelayanan
penanganan
cargo

Penerbitan ljin

" ekspedisi

pesawat udara

Ruang
Pertemuan
Komputer
LCD

Ruang
Pertemuan
Komputer
LCD

Sesual
peraturan
yang berlaku
di bidang
kepegawaian

Sesual
peraturan
yang berlaku
i bidang
kepegawaian

Sesuai
Peraturan
Perundang-
undangan
yang berfaku

Sesuai
Peraturan
Perundang-
undangan
yang berlaku

Dishubtel
Provinsi
Jawa
Tengah

Dishubtel
Provinsi
Jawa
Tengah




No

Jenis
Pelayanan

Persyaratan

Prosedur Pelayanan

Waktu
Penyelesai-
an

Biaya

Produk

Sarana
Prasarana

Kompetensi
Petugas

Sanksi

Tempat

Jasa

. .peng-

1. Surat

3. Metampirkan No-mor

Pokok Wajib Pajak
(NPWP)

permchonan
harus dilengkapi Akte
Pendirian Perusaan;

. Melampirkan  Surat

Keterangan Domisik
perusahaan/pemilik ;

. Melampirkan Nomor

Pokok Wajib Pajak
{NPWP)

Kepala Dinas
Apabila persyaratan
permohonan  belum
lengkap, maka
berkas segera di-
kembalkkan pe-
mohon untuk di-
lengkapi ;

Setelah lengkap di-
fanjutkan survey la-
pangan  berkaltan
dengan jjin yang
diajukan ; kemudian
dilanjutkan  dengan
membuat berita
acara hasil peme-
riksaan lapangan.
Berita acara hasil
pemeriksaan la-
pangan akan
dievaluasi sebagai
dasar  diterbitkan
atay tidak izin
diminta

Penerbitan izin

. Pemohon mengaju-

kan permohonan
dilengkapi  dengan
persyaratan yang
telah ditentukan
disampaikan - kepada
Gubermur ¢q. Kepala
Dinas;

. Apabila persyaratan

permohonan  belum
lengkap, maka ber-
kas segera
dikembalikan - pe-
mohon untuk  di-
{engkepi |

. Setelah lengkap di-

lanjutkan survey
lapangan  berkaitan
dengan liin yang
diajukan  kemudian
dilanjutkan  dengan
membuat berita
acara hasil peme-

21 hari

Rp. 500.000

Penerbitan (fin
pesawat udara

Ruang
Pertemuan
Komputer
LCD

Sesuai
peraturan
yang berlaku
di bidang
kepegawaian

Sesuai
Peraturan
Perundang-
undangan
yang berlaku

Dishubtet
Provinsi
Jawa
Tengah




]

No

- Jenis
Pelayanan

Persyaratan

Prosedur Pelayanan

Waktu
Penyelesai-
an

Produk

Sarana
Prasarana

Kompetensi
Petugas

Sanksi

Tempat

»

Tanda ljin
Mengemudi
(TIM)

3. Fotocopy

. Surat permohonan
oleh Instansi yang
membituhkan TIM

2. Melampirkan foto

copy surat

; ™ |
mengemudi darj ke-

poloisian yang masih
beriaku sesuai
"dengan TIM yang
dimohon;

sertifikad
tanda kecakapan
sesuai dengan TMM
yang dimohon,
khusus opersior
penunjang peralatam

pelayanan darst
pesawat udara
(ground support
equiptment/ GSE);

4 Fotocopy bukt ke
pegawaian  badan

atau instanst pe-
merintah

5.Surat  keterangan
sehat jasmant;

6. Telah memiliki TIM
sekurang-kurangnya
12 bulan golongan A
bagi - pemchon
golongan B;

7.3 lembar pas folo
bary, berwama,
berlatar belakang
merah berukuran 28
mm x 30 mm ;

8. Fotocopy pas
tahunan Bandar

. udara.

riksaan lapangan.

d. Berita acara hasi
pemeriksaan lapa-
ngan akan dievaluasi
sebagai dasar
diterbitkan atau tidak
izin yang diminta

€. Penerbitan izin

a. Pemohon mengaju-
kan permohonan di-
lengkapi dengan
persyaratan yang
telah ditentukan
disampaikan kepada
Gubernur cq. Kepala
Dinas;

b. Apabila persyaratan

permohonan belum
lengkap, maka ber-
kas segera di-

kembalikan pe-
mohon  untuk  di-
lengkapi;

C. Setelah lengkap di-
lanjutkan pembagian
materi prosedur [
tata cara dan di-
adakan penyuluhan.

d. Pelaksanaan  ujian

teori dan praktek

. Evaluasl
Penerbitan TIM

Emal 1]

21 hari.

Rp. 250.000

Surat Tanda ljin
Menge-mudi

Ruang
Pertemuan
Komputer
LCD

P

engetahuan:
Operasi Darat
AMC
PKP.PK
Hygen Sanitasi

Sesuai
peraturan
yang berlaku
di bidang
kepegawaian

Sesuai
Peraturan
Perundang-
undangan
yang berlaku

Dishubtel
Provinsi
Jawa
Tengah




Wakiu

No P e‘l:;:?\ an Persyaratan Prosedur Pelayanan Penyaerl‘esai- ’ Blaya Produk Pzzr:r:i a K;%Zt:;'s' Sanksi Tempat
8. Perbengkelan | Persyaratan Pengajuan | Prosedur Pelayanan | 21 hari. Rp. 250.000 TIM — Ruang Pengetahuan: Sesuai Sesuai Dishubtel
Pesawat Penerbitan izin : serta pengajuan : Pertemuan - Qperasi Darat peraturan Peraturan Provinsi
Udara 1. Surat permohonan | @. Pemohon mengaju- — Komputer - AMC yang berlaku | Perundang- | Jawa
' harus  dilengkapi | kan  permohonan - LD - PKPPK dibidang  jundengan | Tengah |
Akte Pendirian dilengkapi  dengan - Hygen Sanitasi | kepegawaian |yang berlaku
Perusaan; persyaratan yang
2. Melampirkan  Surat |  telah ditentukan
Keterangan Domisili disampaikan kepada
perusahaan/pembik; Gubernur cq. Kepala
3. Melampirkan Nomor Dinas;
Pokok Wajib Pajek | D. Apabila persyaratan
(NPWP) ; lzernll(dmonan belug
ngkap, maxke
4 g:;ns'p;ar situasi berkas segera di
' kembalikan pemohon .
untuk dilengkapi ;
. Setelah lengkap di-
lanjutkan . survey
iapangan  berkaitan
dengan ijin yang
diajukan  kemudian
dilanjutkan  dengan
membuat berita
acara  hasil pe-
meriksaan lapangan.
. Berta acara hasil
pemeriksaan lapang-
an akan dievaluasi
sebagai dasar .
diterbitkan atau tidak
izin yang diminta -
. Penerbitan izin
D. SUB SEKTOR POS DAN TELEKOMUNIKAS|
1. Izin Pengajuen permohonan | 3 Permohonan untuk | 21 heri Cabang : Surat Izin - Ruang Pengetahuan : Sesuai Sesuai Dings Per-
Pengusahaan | izin cabang dan Agen mendapatkan  izin | kerja. Rp. 100.000,- Pengusaha-an Tunggu - Teknis peraturan Peraturan hubungan
Jasa Titipan dilampiri perayaratan : penyelenggaraan . Jasa Tilipan - Ruang Pe- Perposan/ Jasa yang berlaku | Perundang- | dan Tele-
. 1. Cabang : Berbertuk pengusahaan  jasa Agen : meriksaan Titipan di bidang undangan komunikasi
PT atau Koperasi titipan cabang atau Rp. 75.000,- Berkas kepegawaian | yang berlaku | Provinsi
Agen : Berbentuk agen dilakukan - Kotak Saran | Ketrampilan : Jawa
PT. CV, Firma atau dengan mengajukan - Komputer - Teknik . Tengah JI
Koperasl permohonan tertulls ~  Mesin Ketik Pelayanan Prima Pamularsih
2. Surat izin Penye- kepada  Gubernur - Kendaraan R No.28
Cq. Kepala Dinas. Dinas untuk Sikap : Semarang
peninjauan - Komunikasi pada



Wakty

“ | o | Pt | PowdcPemenn | P | Sem | Pk | g | o
lenggara ~ Usshe | Cq. Kepala Dinas. peninjauan Komunikasi pada ]
Jasa Tiipan dei | b Pengajuan per- fapangan Empati Subdin
Pusat; mohonan zin Kestabilan Postel,
Cabang : Suat cabang dan Agen Emosi ) MXG dan
Permohionan  pem- dengan ditampiri Ketelitian Kerja SAR
dirian cabang dasi persyaratan sebagai- Kejujuran
kantor pusat; . mana dimaksud. Rea'.ponsif

. Setelah diterimanya Kerjasama

agen dari  kanfor I

Pusat atay Cabang

. Mayoritas  saham-

nya/modal  dimiiki
Warga Negusa
Indonesia atay
Badan Huiosn
fndonesia;

. Mempunyai siwat
penunjukan TN

pengangkatan  deni
Pimpinan Kenlor
Pusat.

. Menempati  kanor

vang letap unduk
melaksanakan

usahanya  dengam
ukuran sekurang-
kurangnya . rusng
kantor 3 x § melss,
ruang peloyanan
umum 2 x 3 meder

dan ruang penysm-
panan 2 x 3 meter;

. Memiliki 1 bush

timbangan  ukwan
minimum 0 sd. 30
Kg;

. Mempunyai izin

tempat usaha yang
dikeluarkan . ol
pemerintah  daecalh

setempat;

. Mempunyali Kari

Tanda Penduduk
atas nama Pimpinan
Cabang atau Agen;

10. Mempunyai pe-

doman tentang
syarat-syarat

permohonan ter-
sebut, Dinas akan
mengadakan pe-
nelitian  administrasi
dan peninjauan ke
lokasi.

. Dalam jangka waktu
. selambat-lambeinya

21 harni kerja setelah
diterimanya per-
mohonan zin
dengan persyaratan
lengkap, Kepala
Dinas wajib mem-
berikan persetujuan
atau menolak atas
permohonan izin.

. Persetyjuan per-

mohonan zin
dituangkan  dalam
Keputusan  Kepala
Dinas dan oi-
sampaikan kepada
pemohon selambat-
fambatnya 21 (dua
puluh satu) har kerja

terhitung- sejak
tanggal diterimanya
permohonan.

Pencilivn per-

mohonan &in  di
gsampaikan  kepada
pemohon selambat-
lambatnya 21 (dua
puluh satu) hari kerja
terhitung sejak di-
terimanya ‘per-
mohonan dengan di-
serai alasan-alasan
yang dapat diper-
tanggungjawabkan,




Waktu

(sepuluh)  sertifikat

untuk IKG,

21 (dua puluh satu)
hari kerja setelzh
diterimanya per-

mohonan izin
dengan persyaratan
lengkap, Kepala

Dinas wajib mem-
berikan persetujuan

Jenis . Sarana Kompetensi \
No Pelayanan_ ) Persyaratan Prosedur Pelayanan Peny:;esai- Biaya Produk Prasarana Pegfgas Sanksi Tempat
pengiiman  yang | g. Setiap  perubahan
dapat dengan pimpinan perusaha-
mudah  diketahud an dan alamat wajb
oleh pengguna jasa; melaporkan kepada
11.Mempunyai  daftar Dinas dan jawaban
tarif  kiiman jasa dari Dinas atas
titipan; laporan tersebut
12Mempunyai  surat merupakan  pe-
keterangan ber- nyesualan izin.
kelakuan baik dati
Kepolisian se-tempat
atas nama pim-
pinan/perusahaan
Jasa Titipan yang
masth berlaku;
13.Mempunyai  surst
pemyataan kese-
diaan menjadi
anggota asosiasl.

2, (zin Instalasi Pengajuan permohonam | 2  Permohonan untuk | 21 (dua Rp. 200.000,- Surat Izin Ruang Pengetahuan : Sesuai Sesuai Dinas Per-
Kabel Rumah | izin i2in Instalasi Kabel | . mendapatkan  kzin puluh satu) Instalasi Kabel Tunggu - Teknis Insta-latur | peraturan Peraturan hubungan
/ Gedung Rumah /  Gedung instalasi Kabet | hari kerja. Rumah / Gedung Ruang Kabel Rumah/ yang berfaku | Perundang- | dan Tele-

dilampiri persyaratan: Rumah / Gedung (IKR/G) Pemerik- Gedung di bidang undangan komunikasi
1. Fotocopy. Akte (KR/G)  dilakukan saan Berkas kepegawaian | yang berlaku | Provinei
Pendirian yang telah dengan cara Kotak Saran | Ketrampilan : Jawa
dilegatisasi oleh mengajukan  per- Komputer - Teknik Tengah JL.
pejabat yang bet- mohonan secara Pelayanan Prima Pamularsih
wenang; tertulis _kepada Mesin Ketik Sikap : No.28
2. Fotocopy NPWP Gubernur Cq Kepala - gomu;ikasi 39:13,3,,9
3. Memiild  sekwang- | Dines. © mmpa pada
kurangnya 10 (se- [D. Pengajuan per- - Kestabilan Subdin
puluh) orang - Insta- mohonan izin Emosl Postel,
latur dan melam- Instalasi Kabel - Ketelitian Kerja MKG dan
pikan foto copy Rumah / Gedung - Kejujuran SAR
Sertifikat Pelathan | (KR /G) dengan - Responiaif
IKR/G sebagai diampir per- - Kerjasama
tenaga _ pelaksana, |  Syaratan  sebagai-
§ (ima) sertifikat | C. Dalam jangka wakiu
untuk IKR dan 10 selambat-lambatnya




No

Jenis
Pelayanan

Persyaratan

Prosedur Pelayanan

Waktu
Penyelesai-
an

Produk

Sarana
Prasarana

Kompetensi
Petugas

Sankst

Tempat

Izin Amatir
Radlo

4, Pas

{. Fotocopy KTP atas
tanda pengenal
lainnya.

2, SKKB dari Kepolisism

setempet, khuses
bagi anggota TNA #
Poli yang mash
dinas  aktif SKKB
cukup dari kesatuum
masing-masing

3. Fotocopy SKKR yang

diterbitkan oleh
Kepala Dinas Provinsi
atau ljazah
Elektronika dam
Operator Radio yang
dikeluarkan oleh
Dirjen.

photo  terbams

a. Lulus ujian

. ORARI
Radis

. Seteiah

atau ‘menolak atas
permohonan Izin;

. Persetujuan per-

mohonan izin
dituangkan - dalam
Keputusan Kepala
Dinas dan -
sampatkan kepada
pemohon selambat-
lambatnya 21 (dua
pulsh  sat)) hani
kerja terhitung sejak
tanggal diterimanya
permohonan.

Penclakan per-

) mohonan izin o

sampaikan kepada
pemohon selambat-
lambatnya 21 (dua
puith satu) bheri
kerja terhiing sejak
diterimanya per-
mohonan  dengan
disertal alasan-
glasan yang dapat
dipertanggungjawab
kan.

amatir
radio yang &-
selenggarakan  oleh
Dinas dan men-
dapatkan . Surat
Keterangan  Keca-
kapan Amatir Radio
(SKKR) -

. Mengajukan per-

mohonan izin Amatir
Radio- melalui ORARI|
lokal setempat.

fokal
setempat  kemudian
meneruskan berkas
pengajuan  tersebut
ke ORARI Daerah
dikoreksi
oleh ORARI Daeragh

14 hari
kerja

Rp. 15.000/ Th

Surat Izin
Amatir Radio
APPRA

Form lIzin
IAR

Form SKKR .
Mesin Ketik
Komputer

Pengetahuan :

Teknik
Elektronika
Komunikasi

Keterampilan :

Menguasai
teknik-teknik
dan etika ber-
komunikasi
melaki radio

Sikap :

Komunikasi
Empati
Kestabitan
Emosi .
Ketelitian
Kerja

Sesuai
peraturan
yang berlaku
di bidang
kepegawaian

Sesuai
Peraturan
Peruridang-
undangan
yang bertaku

Dinas Per-
hubungan
dan Teleko-
munikasi
Provinsi
Jawa
Tengah JI
Pamularsih
28 Sema-

rang
pada Sub
Dinas Pos
ted, MKG
dan SAR




Waktu

Sarana

Kompetensi

b. RAPI Wiayah se-

Jenis ratan Prosedur Pelayanan Penyelesai- Biaya Produk Sanksi Tem
No Pelayanan Persya o Prasarana Petugas pat

dengan ukwan 2 x 3 Jawa Tengah, berkas - Kejujwan
sebanyak 5 (lima) kemudian disampai- - Responsif
lembar. kan ke Dinas untuk - Kerjasama
Surat pemyataan diproses  penetapan

s tidak keberatan dari| ca&l  sign  dan
orang fwa  bag dibuatkan Surat |zin
mereka yang belum Amatir Radlonya
berumur 17 th. (1AR).

4, Ujian Amatir 1 1, . Mengikuti "Ujian | 1bln 1 Pemula Surat - Formulir Pengetahuan ; Sesuai Sesuai Dinas Per-

Rjacﬁo 1w 2 ,eﬁ'.]ﬁ; yang tejrdin' Rp 50.000 Keterangan 1 pendaftaran - Menguasai peraturan Peraturan hubungan
2 Fot KTP dari mata yjian : Kecakapan Kartu Ujian pengiriman / _yang berlaku | Perundang- | dan Tele-
' 1. Pemuia/Siaga : Siaga Amatir Radio - SKKR penerimaan dibidang . . |undangan komunikas
- g8 : Rp. 50.000 - - AlatKode Kode Morse > | kepegawaian | yang beriaku | Provinel
3. Fotouk. 3x4:3Lb - Peraturan Morse 12 _
: Amatir  Radio ors wem : Jawa
' (PPAR) . Penggalang —~ Komputer - Menguasai Tengah Ji
- Teknik Radio Rp. 60.000 persturan A- Pamularsih
- Pancasiia matir Radio 28
Penegak - Menguasai Semarang
Rp. 75.000 Materi Ujian pada Sub
2. Penggalang / Tertulis Dinas
Penegak : Postel
- Peraturan . .
Amatr  Radio ot MK &
{(PPAR)
teknik-teknik
- Teknik Radio dan etika ber-
- Pancesia komunikasi
- Bahasa Inggris melakui radio
b. Menglkuti Ujian Kode Sikap : )
Morse : - Komunikasi
1. Siaga : - Empati
Kecepatan 5§ wpm - lE(empiian
2. Penggalang : mosi .
~ Kecepatan 8 wpm - Ketelitian Kerja
3. Penegak : - Kejujuran
" " Kecepatan . < 12 - m
wpm ) 4 .
\

5, 1zin 1. Surat Ketera a. Mengajukan per- | 30 hari Rp. 58.000,-/ - Suratizin - Form Pengetahuan : Sesual Sesuai Dinas Per-
Komunikasi Kelakuan nt:l: mohonan izin | kerja 2Th KRAP IPPKRAP - Teknik peraturan Peraturan hubungan
Radio Antar (SKKB) dari  Ke- Komunikasi Radio - Form IKRAP Elekironika yang berlaku | Perundang- dan Tele-
Penduduk polisiah setempat Antar Penduduk - Suratlzin —~ Mesin Ketik Komunikasi di bidang undangan komuni!(asi
( Ikrap ) 2. Fotocopy KTP ateu melaful RAP Pengua- ~  Komputer kepegawaian |yang Provinsi

) tanda pengenal Wilayah setempat ?::nkz:- Keterampilan : berlaku Jawa
Isinnya KRAP |- Menguasa Tengah




Waktu

, Surat ljin Gangguan

(HO)

administrasi lengkap,
maka dilakukan pe-
ngecekan dan peng-
ukuran di lapangan
dengan mengguna-

Jenis ; . Serana Kompete ,

No Pelayanan Persyaratan Prosedur Pelayanan Pen;;erl‘esal- Biaya . Eroduk Prasarana Pete: g a:ﬂ Sanksi Tempat
3. Surat permyataan tempat kemudian - teknik-ieknik . Pamular-
sangoup menjadi meneruskan berkas dan etika sih 28
anggota RAPI pengajuan  tersebut berkomuni-kasi Semarang
Pas photo terbaru ke RAPI Daerah melalii radio pada Sub
ukuan 2 X 3 se- | C. Setelah dikoreksi Dinas Pos
banyak 3 lembar oleh RAPI Daersh Sikap : tel, MKG &

. Fotocopy bukfi setor Jawa Tengah, Komunikasi SAR
pemba-yaran berkas  kemudian - Empat
Retribus! IKRAP disampaikan ke - Kestabilan
Dinas  untuk  di- . Emosi
proses  penetapan | - Ketelitian Kerja
callsign dan di - Kejujuran
buatkan Surat 12in - Responsif -
Komunikasi  Radio. - Kerjasama
Antar Penduduk
(IKRAP) '
6. Izin Radio - . Akle Pendidan pe- | @. Permohonan diaju- | Paling Rp 1.000.000 Surat lzin Unit mobif Pengeeahuan Sesuai Sesuai ‘Dines Per-
Siaran Lokal russhaan yang telsh kan oleh Badan | lambat3 {1Th Sementara monitoring Teknik peraturan Peraturan hubungan
didaftarkan pada Hukum Indonesia - bulan sejak Radio Siaran bergerak Elektronika yang berlaku Perundang- | dan Tele-
Departemen Hukum | b Pemohon mengaju- diterima- Lokal Komputer Komunlkasi; di bidang undangan komunikasi
dan Permdang- kan pefmohonan Izn nya berkas . - Radio kepegﬂwahn yang beraku | Provinsi
mgan wntuk Rado Siaran Lokal dalam Surat Iznp Regulation; Jawa
Hukuem yang ditujukan keadaan Radio Siaran - Master Plan Tengah Jl.
Pmn Terbm kep.da Kepa|a Dinas Iengkap Lokal Radio Sial‘al'l Pﬂll'fﬂ[arsh
dan Dinas Koperasi dengan  tembusan FM. 28
untuk Badan Hukum ditujukan kepada Semarang
Koperasi atau Baden |  Kepala BIKK Provinsi Keterampilan : pada Sub
Hukym vyang - [ Jawa Tengah dan - Menguasai Dinas Pos
setujui DPRD untuk Komisl Penyiaran teknik dan pola tel, MKG
perizinan Radio Siar- Indonesia Daerah pancar-an radio dan SAR
an Publik Jawa Tengah siaran FM
. Fotocopy  identitas | ¢. Dinas ‘kemudian Sikap : ,
penanggung jawab menelitt kelengkapan TR omunikasl
) berkas administrast - Empat
. Rencena  program dan mengecek i Kegzbilan
siaran ke depan ketersediaan - alokasi Emosi .
: frekuensi radio siaran- . - Ketelitian
. Spesifikasi pe- pada master plan Kerja
rangkat  pemancar yang ada - Kejujuran
dan antena . Apablia alokasi fre- - Responsif
. Denah studio kuensi mash ter- - Kerjasama
. Rekomendasi sedia dan berkas .
Walkota/Bupati permohonan secara




»

Waktu

Sarana

Kompetensi

No Peilae;a'za n Persyaratan Prosedur Pelayanan Peny:rllesai- Biaya Produk Prasarana Petugas Sanksi Tempat
kan unit  mobil
monitoring bergerak;
., Hasi pengecekan
dan pengukuran
tersebut  digunakan
sebagai dasar untuk
memproses pefizinan
lebih lanjut.
. Kemudian diterbit-
kan izin sementara
. Setelah minimal 6
bulan mengudara,
pemohon  mengaju-
kan permchonsn
untuk izin tetap
. Dilakukan peng-
. ukuran di lapangan
terhadap besar dan
kwalitas sinyal, jarak .
jangkau dil
i. Jika memenuhi
standar yang telah
ditentukan maka -
diterbitkan izin tetap.
7. (zin Televisi 1. Akte Pendirian per- Mengajukan per- | Paling Rp 10.000.000 Surat Kep. Unit mobil Pengetahuan : Sesuai Sesuai Dinas Per-
Siaran Loka! usahaan yang telsh mohonan tzin | lambat3 tTh - Gubermur monitoring - Teknik peraturan Peraturan hubungan
didaftarkan pada Televiei Siaran Lokal | bulan sejak tentang Izin bergerak Elektrontka yang bertaku  |Perundang- | dan Teleko-
Departemen Hulamm yang ditujukan | d- Percobaan Komputer Komunikasi di bidang undangan munikasi
dan Perundang- kepada  Gubemur | terimanya - Radio kepegawaian |yang berlaku | Provinsi
undangan uniuk dengan  tembusan | berkas Surat Kep Regufation Jawa
Badan Hukew |  ditujukan  kepada | dalam Gubernur - Master Plan . Tengah Ji.
Perseroan Terbatss |  Kepala Dinas Kepala | keadaan - tentang Izin Televisi Siaran Pamuiarsih
. dan Dinas Koperssi BIKK Provinsi Jawa | lengkap TV Siaran di ' 28
untuk Badan Hulasm Tengah dan Komigi Jateng Keterampilan : Semarang
Koperasi atau Be Penyiaran Indonesia - Menguasai - pada Sub
dan Hukum  ysng Daerah Jawa Tengah teknik dan pola Dinas Pos
-disetujul DPRD untkk | b, Kepala Dinas pancar-an | tel, MKG
perizinan  Televisi sebagal Ketua Tim tefevis siaran. dan SAR
Siaran Publik Analisis dan Evaluas! .
. Fofocopy  penang- Izin Televisi Siaran su«:?. s
gung jawab Lokal kemudian - E:;::?
i 0 meneliti kelengkapan -
::?:: . se|ap.;ag“3 berkas  administrasi - é“:ib“a“
bulan ke depan dan  mengundang ,K"‘ Keri
anggota Tim untuk - * Ketelitian Kerja
. Spesifikasi pe- - Kejujuran
rangkat  pemancar membahas  peng- - Responsif
dan antena ajuan permohpnan LK
lzin  Telaviei Riaran efjasama




Waktu

ketersediaan alokasi
frekuensi televisi
siaran pada master
plan yang ada

. Apabila alokasi fre-

kuensi masih ter-
sedia dan berkas
permohonan secara
administrasi lengkap,
maka dilakukan pe-
ngecekan dan peng-
ukuran di lapangan
dengan mengguna-
kan unit mobil
monitoring bergerak

. Hasi pengecekan

dan pengukuran
tersebut  digunakan
sebagai dasar untuk
memproses petrizinan
lebih lanjut.

. Kemudian diterbitkan

1zin Percobaan

. Setelah minimal f th

mengudara, maka
pemohon  mengaju-
kan permohonan
untuk izin tetap

. Dilakukan pengukur-

an terhadap besar
dan kualitas sinyal,
jarak jangkau dll

i. Jika sesuai dengan

standar yang telah
ditentukan maka di-
terbitkan izin tetap.

Jenis . . Sarana Kornpetensi :
No Pelayanan Persyaratan Prosedur Pelayanan Peny:rllesal Biaya Produk Prasarana Petugas Sanksi Tempat
8. Denah studio lzin Televisi Siaran
6. Rekomendasi Lokal tersebut. )
Walikota/Bupati . Sebelumnya  Dinas
7. Suratljin Hubtel Provinsi Jawa
Gangguan (HO) Tengah  mengecek

MARDIYANTO

GUBERNUR JAWATENGAH




LAMPIRAN I

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR &4 TATT., 2206

TANGGAL 17 Tuli 2206

MEKANISME PELAYANAN
DINAS PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKAS!I PROVINSI JAWA TENGAH

A. SUB SEKTOR PERHUBUNGAN DARAT

1, IZIN PERPOTONGAN DAN ATAU PERSINGGUNGAN DENGAN JALAN REL LINTAS KABUPATEN / KOTA DALAM DAERAH, IZIN

SERTIFIKAT — SERTIFIKAT ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN

PEMERIKSAAN ADM : PEMBAYARAN PENERBITAN IZIN -
' - ANALISA TEKNIS ,

RETRIBUSI
| Pemohon _»| Sertifikat dan Analisa [ P;m?agar?n ——»{ Penerbitan Izin
etribus
Data 7y I
Tidak Ya
Kelengkapan
- Konfirmasi
Tidak Ya
Tidak Ya
i




é. REKOMENDAS|I PERPOTONGAN DAN ATAU PERSINGGUNGAN DENGAN JALAN REL LINTAS KABUPATEN / KOTA LINTAS

NASIONAL ’
PEMERIKSAAN ADM ANALISA TEKNIS
_q Permohon Verifikasi dan Analisa PEMBAYARAN
- > Data RETRIBUSI PENERBITAN IZIN
l ' ~ Tidak Ya _,| Pembayaran | | Penerbitan
. , : Retribusi Rekomendasi
Pemeriksaan
Administrasi
Konfirmasi
Tidak Ya
Kelengkapan
Tidak | Ya < v
Ditien Perkeretaapian
Tidak Ya




-

L

é. SUB SEKTOR PERRHUBUNGAN LAUT

- PEMERIKSAAN
ADMINISTRASI

ANALISA
TEKNIS

PEMOHON
MENGAJUKAN
PERMOHONAN

PEMERIKSAAN
ADMINISTRASI

KELENGKAPAN

!

i. IZIN PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT LINTAS KABUPATEN / KOTA DALAM DAERAH

TIDAK

YA

PENOLAKAN

SURAT |«

VERIFIKASI DAN
ANALISA DATA
TEKNIS
TIDAK YA

h 4

KONFIRMAS!
A4 l

TINDAK YA

PEMBAYARAN PENERBITAN
RETRIBUS! IZIN
PEMBAYARAN PENERBITAN
1ZIN
t 1 l

PEMOHON




IZIN PERUSAHAAN PELAYARAN RAKYAT

PEMERIKSAAN
ADMINISTRASI

ANALISA
TEKNIS

PEMOHON
MENGAJUKAN

PERMOHONAN

PEMERIKSAAN
ADMINISTRASI

KELENGKAPAN

TIDAK

I

PEMBAYARAN

YA

VERIFIKAS| DAN
ANALISA DATA
TEKNIS
TIDAK | YA
h 4
KONFIRMASI

PENOLAKAN

SURAT <

l

l

TIDAK |

PENERBITAN
RETRIBUSI IZIN
PEMBAYARAN PENERBITAN
IZIN
1 l
PEMOHON

YA




o

>3 IZIN USAHA PERUSAHAAN JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI

PEMERIKSAAN
ADMINISTRASI

ANALISA
TEKNIS

PEMOHON
—» - MENGAJUKAN
PERMOHONAN

PEMERIKSAAN
ADMINISTRASI

KELENGKAPAN

TIDAK

YA

!

VERIFIKASI DAN
ANALISA DATA
TEKNIS

TIDAK YA

A 4

SURAT
PENOLAKAN

KONFIRMASI.

l

l

TIDAK |

PEMBAYARAN PENERBITAN
RETRIBUSI 1ZIN
PEMBAYARAN |- PENERBITAN
. : 1ZIN
Ft l
PEMOHON

YA




4. IZIN USAHA PERUSAHAAN EKSPEDISI MUATAN KAPAL LAUT

PEMBAYARAN PENERBITAN

PEMERIKSAAN ANALISA
ADMINISTRASI TEKNIS RETRIBUSI 1IZIN
PEMOHON « VERIFIKAS! DAN | ( l
—»  MENGAJUKAN- | ANALISA DATA |
PERMOHONAN TEKNIS | PEMBAYARAN PENERBITAN
TIDAK l YA IZIN
) A
PEMERIKSAAN T |
ADMINISTRASI ‘ - -
F,
KELENGKAPAN PEMOHON.
TIDAK YA
- v
KONFIRMASI
SURAT |« TIDAK | YA

PENOLAKAN




PEMERIKSAAN
ADMINISTRASI

IZIN USAHA PERUSAHAAN BONGKAR MUAT |

ANALISA
TEKNIS

PEMOHON
MENGAJUKAN
PERMOHONAN

PEMERIKSAAN
ADMINISTRASI

KELENGKAPAN

TIDAK YA

I

VERIFIKAS! DAN
ANALISA DATA
TEKNIS

h 4

TIDAK YA

KONFIRMAS!

PENOLAKAN

SURAT <

l

l

TIDAK |

PEMBAYARAN PENERBITAN

. RETRIBUSI IZIN

PEMBAYARAN PENERBITAN-
1ZIN

YA

PEMOHON




6. IZIN'USAHA PERUSAHAAN TALLY

PEMERIKSAAN
ADMINISTRASI

PEMOHON
> MENGAJUKAN
PERMOHONAN

PEMERIKSAAN
ADMINISTRASI

KELENGKAPAN

TIDAK

YA

—  SURAT
PENOLAKAN

PEMBAYARAN PENERBITAN
RETRIBUSI IZIN
PEMBAYARAN PENERBITAN
IZIN
11 l
PEMOHON

ANALISA
TEKNIS
VERIFIKAS| DAN
ANALISA DATA
TEKNIS
TIDAK YA
v
KONFIRMASI
TIDAK | YA




'7. 1ZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT

PEMERIKSAAN ANALISA PEMBAYARAN PENERBITAN
ADMINISTRASI TEKNIS RETRIBUSI iZIN
PEMOHON : . VERIFIKASI DAN | ‘ . l
~»  MENGAJUKAN ANALISA DATA
PERMOHONAN __TEKNIS PEMBAYARAN 1 PENERBITAN
| TIDAK YA ‘ IZIN
PEMERIKSAAN ” | 1
ADMINISTRASI l
KELENGKAPAN PEMOHON
@ TIDAK YA v
: KONFIRMASI
SURAT | ¢—— TIDAK YA -

PENGLAKAN




PEMERIKSAAN
ADMINISTRASI

ANALISA
TEKNIS

PEMOHON
MENGAJUKAN
PERMOHONAN

PEMERIKSAAN
ADMINISTRASI

KELENGKAPAN

TIDAK

YA

}

VERIFIKASI DAN

~ ANALISA DATA .

IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG PERUSAHAAN PENUNJANG ANGKUTAN LAUT

PENERBITAN

PENOLAKAN

SURAT <

1

TEKNIS
TIDAK YA
Y
KONFIRMASI

TIDAK

YA

PEMBAYARAN
RETRIBUSI IZIN
PEMBAYARAN PENERBITAN
: IZIN
T 4 , l
PEMOHON




‘ 9. IZIN PENGOPERASIAN PELABUHAN KHUSUS REGIONAL

PEMERIKSAAN
ADMINISTRASI

ANALISA
TEKNIS

PEMOHON
P MENGAJUKAN
PERMOHONAN

PEMERIKSAAN
ADMINISTRASI

KELENGKAPAN

TIDAK YA

|

VERIFIKAS! DAN
ANALISA DATA
TEKNIS

,

TIDAK YA

SURAT |<—

KONFIRMASI

l

l

[PENOLAKAN

TINAK

PEMBAYARAN PENERBITAN
RETRIBUSI IZIN
PEMBAYARAN PENERBITAN
IZIN
I l
PEMOHON

YA




10. PENGUKURAN DAN PENERBITAN SURAT UKUR KAPAL

PEMERIKSAAN
ADMINISTRASI

PERMOHONAN

ANALISIS

TEKNIS

4_’

\/FRIFIKASI

PEMBAYARAN
RETRIBUSI

MENGAJUKAN

l

TIDAK YA

—

- LOKET
PEMERIKSAAN

KONFIRMASI

l

KELENGKAPAN

TIDAK YA

TIDAK YA

v

PEMBAYARAN
RETRIBUSH

>

PENERBITAN
SURAT

DIRJEN

PERHUBUNGAN

LAUT

PENERBITAN
SURAT UKUR




11, PENERBITAN PAS KECIL UNTUK KAPAL DENGAN UKURAN KURANG DARI GT. 7

PEMERIKSAAN
ADMINISTRAS! *

PERMOHONAN
MENGAJUKAN

LOKET
PEMERIKSAAN

i

KE| FNGGKAPAN

TINAK YA

ANALISIS

TEKNIS

VVFRIFIKASI

PEMBAYARAN
RETRIBUSI

-PENERBITAN
SURAT

—

TINAK

YA

PEMBAYARAN -

RETRIBUS!

—

KONFIRMASI

TIDAK

YA

PENERBITAN
PAS KECILI




12. PENERBITAN PAS TAHUNAN UNTUK KAPAL DENGAN UKURAN GT.7 SANPAI DENGAN GT.35

PEMERIKSAAN ANALISIS PEMBAYARAN
ADMINISTRASI TEKNIS RETRIBUSI
V/FRIFIKAS! PEMBAYARAN
, ERMOHONAN > —p
';AENGAJU KAN ’ TINAK YA RETRIBUSI
LOKET KONFIRMASI
PEMERIKSAAN | TIDbAK YA
KELENGKAPAN
TIDAK YA

PENERBITAN

SURAT

PENERBITAN
PAS TAHUNAN




13. PENERBITAN SERTIFIKAT KESELAMATAN KAPAL UNTUK KAPAL DENGAN UKURAN GT.7 SANPAI DENGAN GT.35

PEMERIKSAAN ANALISIS PEMBAYARAN : PENERBITAN
ADMINISTRASI TEKNIS RETRIBUSI » SURAT
- VVFRIFIKASI PEMBAYARAN PENERBITAN
N | ———— —»
?\AEEFIQ\J%?AI:J{SE:N > TINAK YA RETRIBUS! SERTIFIKAT
- KESELAMATAN
! - KAPAL
LOKET _ KONFIRMASI :
PEMERIKSAAN TDAK | YA
KELENGKAPAN | ' ‘ ' | .

TIDAK YA




C. SUB SEKTOR PERRHUBUNGAN UDARA .

1. IZIN BARU, PERPANJANGAN PEMBANGUNAN BANDARA KHUSUS
Pemeriksaan Administrasi Analisa Teknis Pembayaran Penerbitan lzin
Pemohon ]| Verifikasi dan Analisa . Pembayaran | | Penerbitan izin
) mengajukan Tidak Ya - l
' | .
Pemeriksaan Kelengkapan Pemohon
. Administrasi :
Tidak Ya
I R
Kelengkapan Ditolak
Tidak Ya |
¢ ' -




2 IZIN BARU, PERPANJANGAN PEMBANGUNAN HELIPORT / HELIPAD

Pemeriksaan Administrasi Analisa Teknis Pembayaran Penerbitan Izin
Pemohon ———»| Verifikasi dan Analisa Pembayaran | | Penerbitan Izin
mengajuka Tidak Ya. S— . l
b } .
Pemeriksaan . Ke|engkapan Pemohon
Administrasi
Tidak Ya
; [
Kelengkapan Ditolak
Tidak Ya
' |




3.  1ZIN BARU, PERPANJANGAN PENGOPERASIAN SURFACE LEVEL HELIPORT / HELIPAD

Pemeriksaan Administrasi

F—.}

Pemohon
mengajukan

!

Pemeriksaan
Administrasi

!

Kelengkapan

Tidak

Ya

«—

Analisa Teknis

._ﬁ;, Verifikasi dan Analisa

Pembayaran

Penerbitan Izin

Tidak

Ya

Pembayaran

Penerbitan Izin

'

3

Kelengkapan

"Tidek| Ya

>

Ditolak - J

l

Pemohon




4. REKOMENDAS! KETINGGIAN BANGUNAN/TOWER DAN BENDA TUMBUH LAINNYA DI SEKITAR BANDAR UDARA

Pemeriksaan Administrasi

Pemohon
—J " mengajukan

'

Pemeriksaan
Administrasi

Analisa Teknis

Pembayaran

Penerbitan lzin

Pembayaran

Penerbitan Izin

*

v

Kelengkapan

-~

Tidak

Veriﬁkasi dan Analisa
Tidak Ya
Kelengkapan
Tidak Ya
l [
Ditolak

Ya

‘—_.......

l

- Pemohon




5.

1ZIN BARU, PERPANJANGAN IZIN TERBANG DALAM PROVINS!

Pemeriksaan Administrasi
Pemohon
—® - mengajukan

.

Pemeriksaan
. Administrasi

Analisa Teknis

Verifikasi dan Analisa

Pembayaran

Penerbitan Izin

Tidak

Ya

Pembayaran

Penerbitan lzin

v

A

v

Kelengkapan

—

Tidak

Ya

Kelengkapan

Tidak Ya
P

Ditolak .

‘._—_'.

l

Pemohon




6.  1ZIN BARU, PERPANJANGAN USAHA PENUNJANG PENERBANGAN

Pemeriksaan Administrasi

Pemohon
i~ mengajukan

'

Pemeriksaan
Administrasi

Analisa Teknis

Verifikasi dan Analisa

Pembayaran

Penerbitan |zin

Tidak

Ya

Pembayaran

Penerbitan Izin

I

*

Keleﬁgkapan

!

Tidak Ya

Kelengkapan

.

l |

Tidak Ya

Ditolak

—

l

Pemohon




7. IZIN BARU, PERPANJANGAN ‘PERBENGKELAN PESAWAT UDARA

Pemeriksaan Administrasi

Pemohon
—> mengajukan

|

Pemeriksaan
Administrasi

Analisa Teknis

Pembayaran

Penerbitan Izin

Pembayaran

Penerbitan lzin

A

!

Kelengkapan

Tidak Ya

Verifikasi dan Analisa
Tidak Ya
!

Kelengkapan

Tidak Ya

b

Ditolak

4

i

Pemohon




8. IZIN BARU, PERPANJANGAN JASA BOGA

Pemeriksaan Administrasi

Pemohon
— mengajukan

!

Pemeriksaan
Administrasi

l .

Kelengkapan

Tidak Ya

Analisa Teknis

_;._.[ Verifikasi dan Analisa

Pembayaran

Penerbitan 1zin

Tidak

Ya

Pembayaran

Penerbitan Izin

v

A

+»

Kelengkapan

Tidak Ya

L [

Ditolak

44—

r

Pemohon




9.

Pemeriksaan Administrasi

Pemohon
mengajukan

i .

Pemeriksaan
Administrasi

T

Kelengkapan

Tidak Ya

-

Analisa Teknis

IZIN BARU, PERPANJANGAN JASA PELAYANAN TEKNIS PESAWAT UDARA DI DARAT

Pembayaran

Penerbitan [zin

— Verifikasi dan Analisa

Tidak

Ya

Pembayaran

Penerbitan Izin

v

T

Kelengkapan

Tidak

Ya

!

Ditolak

l

Pemohon




10. IZIN BARU, PERPANJANGAN JASA PELAYANAN PENUMPANG DAN BAGASI

Pemeriksaan Administrasi

Pemohon
—» mengajukan

'

Pemeriksaan
Administrasi

!

Kelengkapan

Tidak

Ya

-

Analisa Teknis

— 3| Verifikasi dan Analisa

Pembéyaran

Penerbitan Izin

Tidak

Ya

Pembayaran

Penerbitan Izin

!

4

Kelengkapan

Tidak Ya

l L

Ditolak

l

Pemohon




11.  IZIN BARU, PERPANJANGAN JASA _EKSPEDISI MUATAN PESAWAT UDARA DI DARAT ( EMPU)

Pemeriksaan Administrasi - Analisa Teknis Pembayaran Penerbitan Izin
Pemohon ————p| Verifikasi dan Analisa ' Pembayaran | Penerbitan lzin
> mengajukan : |
' glju Tidak Ya ? , l
Pemeriksaan Kelengkapan : , Pemohon
Administrasi _
Tidak Ya
' [ 1
Kelengkapan : Ditolak -
Tidak Ya
<+




12.  IZIN BARU,-PIERPANJANGAN JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI(JP T)

Pemeriksaan Administrasi

. Pemohon
—» mengajukan

'

Pemeriksasn
Administrasi

}

Kelengkapan

Tidak Ya

Analisa Teknis

| Verifikasi dan Analisa

Pembayaran

Penerbitan lzin

Tidak

Ya

Pembayaran

Penerbitan lzin

;

4

Kelengkapan

Tidak

Ya

!

Ditolak

‘.—.—.—.—-__

l

Pemohon




Pemeriksaan Administrasi

13. IZIN BARU, PERPANJANGAN TANDA [JIN MENGEMUDI ( TIM )

Analisa Teknis

Pemohon
— mengajukan

!

Penyuluhan

Pembayaran

Penerbitan lzin

Pembayaran

Penerbitan Izin

Dishubtel Prop. Jawa
Tengah

I

¢

Ujian Teori dan

Pratek

Team Tenis Peneliti

I

Tidak

Ya

Evaluasi (Lulus )

B

Tidak

Ya

?

l

Pemohon




D. SUB SEKTOR POS DAN TELEKOMUNIKASI

1.

MEKANISME MENGIKUT! UJIAN AMATIR RADIO

Pendaftaran Ujian Amatir Radio

¢

Pemeriksaan Administrasi

Pendaftaran melalui

. ORAR| Lokal, ORARI Daerah

Pemeriksaan
Administrasi

Kelengkapan

Analisis Teknis

(——-P

Jenis Ujian

Kenaikan
tingkat Baru

Pembayaran

Biaya Ujian

o Kartu Ujian

erifikasi & analisa datﬁ

v

Memenuhi

Tidak | Ya

E Tidak | Ya

Konfirmasi

Tidak | VYa

v

“Ujian Tulis
Pemula/ Penggalang/
Staga Penegak
v
- Pancasila - Pancasila
- PPAR - PPAR
- Taknik Radio - Teknik Radio
- Bhs. Inggris
r ma
v Vv
Ujian
Kode Morse
Lulus
Tidak - | Ya
Mengulang
SKKAR

{Surat Keterangan Kecakaper Amatir Radlo)

{L




2. MEKANISME IZIN AMATIR RADIO

Permohonan lzin Baruy,
Mutasi & Perpanjangan

Pemeriksaan Adminjstrasi Analisa Teknis Pembayaran Retribusi Penerbitan Izin
y
Pemohon mengajukan ‘ . Verifikasi & - | Pembayaran _ N Penerbitan
permohonan melalui ORARI Analisis Data Retribusi 1zin
lokal & ORARI Daerah Jaten l
Lulus Ujian Amatir Radio PEMOFON
( SKKAR )
Pemeriksaan Administrasi Tidak | Ya

[[ Baru __|Kenaikan Tingkat |——
. kelengkapan

Tidak | _ Ya — K
| Penetapan Calisign ]
I




Permohonan |zin Baru,
Mutasi & Perpanjangan -

Pemeriksaan Administrasi

3. MEKANISME IZIN KOMUNIKAS! RADNO ANTAR PENDUDUK (IKRAP)

Anaslisa Teknis

v

Pembayaran Retribusi

Penerbitan izin

Pemohon mengajukan

permohonan melalui RAP}
> Wilayah & ORARI Daerah

Jateng

Verifikasi &
Analisis Data

Pembayaran
Retribusi

Penerbitan
izin

y

Memenuhi

. Pemeriksaan Administrasi

Tidak | Ya

A 4

Y

kelengkapan

Tidak | Ya

Penetapan
_Callsign

l

PEMOHON




Pl

Permohonan lIzin Siaran
Percobaan & Tetap

Pemeriksaan Administrasi

4. MEKANISME IZIN RADIO SIATAN LOKAL

Analisa Teknis

Pemchon mengajukan
permohonan ke Kepala
Dinas

L4

Analisa Ketersediaan
kanal

Tidak | Ada

Pembayaran Retribusi_ Penerbitan Izin

Penerbitan Izin |
‘|Pembayaran Retribusi

Pemeriksaan Administrasi

Clearence Frekuensi

Pengukuran Frekuensi.

° |

v

kelengkapan

Tidak | Ya

Penetapan

Frekuensi

PEMOHON




+

* 8.

MEKANISME IZIN TELEVISI SIARAN LOKAL

Permohonan Izin Siaran
Percobaan & Tetap

Pemeriksaan Administrasi

Analisa Teknis

Pemohon mengajukan
B

permohonan ke Gubernur Jat

K2

Analisa _
Ketersediaan kanal

Pembayéran Retribusi

Disposisi Gubernur

—  Tidak | Proses

*__I

| Dinas Hubtel

1

Pemeriksaan Administrasi

kelengkapan

-— Tidak | Ya

Tidak | Ada

Pembayaran
Retribusi

Penerbitan zin

Clearence Frekuensi

Pengukuran Frekuensi

‘ Penetapan

Frekuensi

Penerbitan
Izin

v

PEMOHON




6. PERIZINAN CABANG/AGEN JASA TITIPAN

PEMERIKSANAAN ANALISA TEKNIS PEMBAYARAN PENERBITAN IZIN
ADMINISTRASI ' RETRIBUSI
N
PEMOHON VERIFIKASI DAN PEMBAYARAN
—» " ANALISIS DATA TEKNIS . RETRIBUS! ———® PENERBITAN IZIN
l l 5
PEMERIKSANAAN | _ MEMENUHI
ADMINISTRAS!
TIDAK YA N
) 4
KELENGKAPAN
TDAK A L, KONFIRMASI
TIDAK YA
SURAT PENOLAKAN




7. PERIZINAN INSTALATUR IKR/G

PEMERIKSANAAN ANALISA TEKNIS PEMBAYARAN PENERBITAN IZIN
ADMINISTRASI RETRIBUSI
PEMOHON > VERIFIKASI DAN PEMBAYARAN
ANALISIS DATA TEKNIS RETRIBUSI PENERBITAN IZIN
A
ir \Y4
PEMERIKSANAAN MEMENUHI
ADMINISTRASI
TIDAK YA
ir
KELENGKAPAN
TIDAK YA > KONFIRMASI
TIDAK YA

iF

SURAT PENOLAKAN
GUBERNUR JAWATENGAH

ttd
MARDIYANTO



LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 64 TAHUN 2006

TANGGAL 17 Tuli 2006

MEKANISME PENGADUAN PELAYANAN

DINAS PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI PROPINSI JAWA TENGAH

KELUHAN DARI MASYARAKAT

PENGGUNA JASA

A A

l

PETUGAS / SUB BAGIAN
UMUM

4

TIM PENAMPUNG DAN
PENYELESAIAN PENGADUAN
MASYARAKAT

DISETUJUI

ANALISA
“«— MASALAH —» DITOLAK

TINDAK LANJUT

(PEMECAHAN DAN PENYELESAIAN)

GUBERNURJAWATENGAH
ttd
MARDIYANTO



